STUDI KOMPARATIF QANUN ANTI CYBER CRIME
LAW DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK
PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DI MEDIA
SOSIAL

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Y7

WALISONGO

Disusun Oleh:
USWATUN HASANAH
1802026035

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

“-ﬂ JI. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus I11) Ngaliyan, Semarang
1 Telp (024) 7601291) Fax. 7624691

WALISONGO

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

KepadaYith.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu’alaikum Wr. Wh.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
karya tulis oleh:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 1802026035
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi  : Studi Komparatif Qanun Anti Cyber Crime
Law dan Hukum Positif tentang Tindak
Pidana Ancaman kekerasan di Media Sosial

Dengan ini saya telah menyetujui skripsi dari mahasiswa tersebut
agar dapat dimunagosyahkan dihadapan Dewan penguji Sidang.
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu alaikumWr. Wb.

Pembimbipg I

-

Dr. Thofkhah Khoir, M.Ag. S‘{ij din, S.H.I., M.H.

Nw./fﬂmzozoosol 1005 N”ib 198005052016011901






MOTTO

oLk €505 & ol O3 ¥
“Tidak halal bagi orang muslim menakut-nakuti muslim yang

lainnya.”
(Shahih Sunan Abu Daud: 5004)
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“Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan
membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau
menyulitkan orang lain, maka allah akan menyulitkannya.”
(Shahih Sunan Abu Dawud: 3635)

L A o gl s G 85 B O 1 AT 80

sl e
“Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (al-mizan)
orang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik,

Allah Swt membenci orang yang berkata keji dan kotor.”
(Shahih Sunan At-tirmidzi: 2002)
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ABSTRAK

Tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial adalah
suatu perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan oleh seseorang di
media sosial. Tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial
dalam ganun anti cyber crime law dan hukum positif terdapat
perbedaan hukuman. Dari permasalahan tersebut melatar
belakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang studi
komparatif ganun anti cyber crime law dan hukum positif tentang
tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis
Komparatif, penelitian ini menganalisis dari peraturan perundang-
undangan yang ada mengenai ancaman kekerasan di media sosial
yang kemudian dibandingkan dengan aturan atau hukum yang ada
di masyarakat dengan cara meneliti data primer berupa Al-
Qur’an, Hadis,Qanun Anti Cyber Crime Law, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, undang-undang lainnya,
buku-buku, karya ilmiah, dan artikel-artikel yang berhubungan
dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukuman tindak
pidana ancaman kekerasan di media sosial dalam Qanun Anti
Cyber Crime Law di Arab Saudi di hukum dengan jarimah ta’zir
berupa penjara atau denda. Sedangkan hukuman tindak pidana
ancaman kekerasan di media sosial dalam hukum positif di
Indonesia di hukum dengan pasal 29 Jo pasal 45B UU ITE
(Undang-Undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik).
Perbandingan ancaman kekerasan di media sosial berdasarkan
hukum Islam dan pasal 29 UU ITE (Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik) terdapat persamaan dan perbedaan.
Untuk persamaan yaitu sama-sama adanya perbuatan menakut-
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nakuti seseorang agar melakukan atau tidak melakukan,
sedangkan untuk perbedaan yaitu ancaman kekerasan dalam
Qanun Anti Cyber Crime Law di Arab Saudi mendapat hukuman
lebih ringan yaitu dengan pidana penjara jangka waktu tidak lebih
dari satu tahun dan denda tidak lebih dari SAR 500,000 (Lima
Ratus riyal) atau keduanya, berbeda dengan ancaman kekerasan
di pasal 29 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mendapat hukuman lebih
berat yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.00.

Kata kunci: Ancaman Kekerasan, UU ITE, Media Sosial.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang disusul dengan
perkembangan teknologi semakin memudahkan manusia
dalam  mengakses informasi. Kemudahan  dalam
mendapatkan informasi ini juga disusul dengan makin
maraknya pula kejahatan dan pelanggaran dalam dunia
teknologi dan informasi yang terjadi. Perkembangan
teknologi informasi dan elektronik mengharuskan perlunya
aturan atau norma yang digunakan untuk mengatur para
penggunanya dengan baik. Semakin mudah mengakses
informasi dan banyaknya pengguna teknologi informasi
diperlukan peraturan untuk mencegah, melindungi, dan
menindaklajuti kejahatan yang marak terjadi. Untuk itu
adanya suatu peraturan dibuat agar dapat menjamin
kepastian hukum untuk seluruh pengguna teknologi
informasi dan elektronik, aturan dibuat agar para pengguna
teknologi informasi dan elektronik dapat menggunakan
teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab.

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki
peraturan di bidang teknologi informasi. Peraturan tersebut
diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016. Sebelum adanya Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik, kasus-kasus di bidang teknologi
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informasi yang ada kaitannya dengan persoalan hukum
pidana diselesaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan di luar
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
negara Indonesia telah melakukan salah satu upaya dalam
menghadapi masalah kejahatan dan pelanggaran dalam dunia
teknologi informasi atau cyber crime.*

Ada beberapa kasus ancaman kekerasan di media
sosial yang telah terjadi di Indonesia diantaranya: Pertama,
kasus Jerinx yang menjadi tersangka diduga mengancam
Adam Deni dan terjerat hukuman di pasal 335 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 29 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 45
B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Kasus bermula saat Adam Deni
berkomentar di kolom komentar instagram Jerinx
mempertanyakan data terkait artis-artis yang diendorse
covid. Pada tanggal 2 Juli Tahun 2021 akun Jerinx tiba-tiba
hilang dan menuduh Adam Deni menghilangkan akunnya,
setelah itu menelpon Adam Deni dengan mengeluarkan kata-
kata kasar dan ada kalimat mengancam.” Dalam sidang di
Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Jumat 18 Februari 2022
Jerinx didakwa dan diputuskan melanggar pasal 29 Juncto

! Ernest Sengi, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik melalui Media Sosial, (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018), 2.

?Aisyah Kamilah, “Kasus Kena UU ITE yang Viral, Terbaru Jerinx”,
https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5673682/kasus-kena-uu-ite-yang-viral-
terbaru-jerinx/2 diakses 18 September 2021.
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pasal 45 B Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan pasal 27 ayat (4) Juncto pasal 45 ayat (4)
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu
dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh)
bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).

Kedua, kasus Tomi Setiawan bermula saat
Hermansyah Nasution menyuruh Tomi Setiawan untuk
mengirim pesan singkat ke nomor yang tidak diketahuinya
berisi ancaman kekerasan. Kasus tersebut diputuskan di
Pengadilan Negeri Medan Nomor:
3747/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Tomi Setiawan dinyatakan
bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan
tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana
diatur dalam pasal 29 jo pasal 45 B Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan
penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.*

Ketiga, kasus Abdullah Jaisyu Muhammad alias Jaiz
Muharib Krupuk Emping alias Jhon bin Kartono anak
berusia 15 tahun. Kasus tersebut bermula saat Abdullah
Jaisyu Muhammad mengenal ISIS (Islamic State Irak and

® | Gede Aryastina Alias Jerinx, Nomor: 72/Pid.Sus/2020/PT.Pds,
Mahkamah Agung, 18 Februari 2022.

* Tomi Setiawan, Nomor: 3747/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, Mahkamah
Agung, 19 Februari 2020.



Suriah) sejak tahun 2014. Abdullah Jaisyu Muhammad
mendengar berita ISIS melalui media sosial dan mendengar
seruan ISIS dari channel ISIS. Abdullah Jaisyu Muhammad
mulai berjihad sesuai kemampuannya dengan membeli satu
bilah sangkur terbuat dari besi warna loreng hitam abu-abu
merk Columbia TBE Company seri SA26 panjang + 32 cm,
dan satu bilah sangkur merk Aitor OSD Negro Made in Spain
panjang +30 cm, dua alat tersebut digunakan untuk
menyerang polisi.

Abdullah Jaisyu Muhammad juga melakukan ancaman
kekerasan di instagram dengan username
Hamba_Hina_Penuhdosa yang ditujukan kepada aparat
kepolisian terutama anggota Densus 88. Kasus tersebut
diputuskan di Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor:
25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Nba yang menyatakan bahwa
Abdullah Jaisyu Muhammad melakukan tindak pidana
melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12
Tahun 1951 dan pasal 45 B jo pasal 29 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo pasal
4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Abdullah Jaisyu Muhammad
mendapat hukuman pidana penjara selama tujuh bulan dan
wajib latihan kerja selama tiga bulan di lembaga pembinaan



khusus anak di Pontianak.’ ltulah beberapa contoh kasus
tindak pidana ancaman kekerasan yang terjadi di media
sosial.

Tindak pidana pengancaman menurut hukum Islam
adalah tindak pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang
dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan
hukuman hudud dan ta’zir.® Kata syara’ secara bahasa
adalah jalan menuju ke air, sedangkan secara istilah hukum
syara’ adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan
Allah dan Rasul atau wahyu tentang tingkah laku manusia
yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat semua umat
manusia yang beragama Islam.” Ancaman atau tahdid adalah
setiap perbuatan yang bertujuan untuk menebarkan rasa takut
atau khawatir ke dalam jiwa orang lain disebabkan suatu
bahaya yang ditargetkan kepada dia atau kepada hartanya
atau kepada kerabatnya atau urusannya.! Tindakan
mengancam dengan kekerasan dilarang oleh Rasulullah Saw
seperti yang sudah diriwayatkan di Hadis Abu Dawud
Nomor 5004 sebagai berikut:

;e"//}

umw\ NG ,«; SIS N Sl s s

Ele 106 U ol of oA peles o dia 52

SAbdullah Jaisyu Muhammad Alias Jaiz Muharib Krupuk Emping Alias

Jhon bin Kartono, Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Nba, Mahkamah Agung, 9
Januari 2018.

® Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 1.
" Eka Putra, Adat dan Syara’, Jurnal Al-Qishthu, Volume 13 November

2 Tahun 2015. 119-120.

® Hendra Gunawan, Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif

Fikih Jinayah, Jurnal El-Qanuniy, Vol.6 No. 1 Edisi Januari-Juni 2020. 120.
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn
Sulaiman Al-Abari telah menceritakan kepada kami
Ibn Numayr, dari A’mash, dari Ibn Yasar, dari ‘Abd
al-Rahman, Ibn Abi Layla berkata: telah menceritakan
kepada kami Muhammad Saw, mereka berjalan
bersama Nabi Saw, kemudian di antara mereka tidur,
kemudian sebagian dari mereka mengambil tali dan
menyembunyikannya, dan  mereka  ketakutan.
Kemudian Rasulullah Saw bersabda: tidak halal bagi
seorang muslim menakut-nakuti  muslim yang
lainnya.” (HR. Abu Dawud).?

Ancaman kekerasan berupa mengarahkan pedang
kepada temannya atau saudaranya yang dilakukan pada
zaman Nabi Muhammad Saw dijelaskan di Hadis Bukhari
Nomor 7072 adalah sebagai berikut:
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® Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, Sunan Abi Dawud,
(Lebanon: Dar Al-Khotob Al-lImiyah, 1971), 306.
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah
mengabarkan kepada kami Abdurrazaq dari Ma’mur
dari Hamman, aku mendengar dari Abu Hurairah dari
Nabi Muhammad Saw bersabda, janganlah salah
seorang diantara kalian mengarahkan pedangnya
kepada kawannya, sebab siapa tahu setan menariknya
dari tangannya lantas ia terjerumus dalam lubang
neraka.” (HR. Bukhari)."

Pada zaman Rasulullah Saw saat berdakwah banyak
terjadi ancaman-ancaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy
terutama ancaman Abu Jahal kepadanya. Ancaman yang
dilakukan Abu Jahal tersebut agar Nabi Muhammad Saw
tidak melaksanakan sholat, untuk itu Allah Swt menurunkan
wahyu Surat Al-Alaqg ayat 17-19 agar Nabi Muhammad Saw
menghiraukan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Abu
Jahal adalah sebagai berikut:

sty BENYE (VA Bl B (Vv 0 EAS

(V%) S50
“Maka biarlah ia memanggil geng (kelompok)-nya
untuk menolongnya. kami memanggil Malaikat
Zabaniyah. Sekali-kali jangan. Janganlah kamu patuh
kepadanya. Sujud dan dekatkanlah (dirimu hanya
kepada Allah).” (Q.S. 96 [Al-Alag]:9-19)."

© Jmam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari,
(Lebanon: Dar Al-Khotob Al-lImiyah, 2017), 359.

™ Tim Penerjemah, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Departemen
Agama RI, 2010), 597.



Jika dilihat dari substansinya Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik hanya terdiri dari 54
pasal dan hal ini belum seluruhnya mengakomodir kejahatan
dan pelanggaran dalam bidang teknologi informasi. Ada
beberapa istilah yang ada di dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya
memiliki penafsiran autentik atau penjelasan agar terjamin
kepastian hukum, tetapi penafsiran tersebut tidak dilakukan
sehingga bermasalah dalam penerapannya, satu diantaranya
adalah peraturan mengenai formulasi perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana atau Kkriminalisasi
sebagaimana diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini yang
harus memuat tafsiran autentik tentang ukuran suatu
ancaman di media sosial agar menjamin kepastian hukum
karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak
ditemukan penjelasan sehingga hanya ditemukan dalam
doktrin atau bacaan delik-delik khusus.*?

Pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik tidak memberi kepastian hukum karena dibahas
terlalu singkat, untuk itu ada beberapa pasal yang dianggap
pasal karet atau multitafsir sehingga tumpang tindih dan
dapat diintervensi oleh pihak lain. Dikhawatirkan dengan
adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik di Indonesia akan mengalami kemunduran dalam
demokrasi berkomunikasi sehingga tidak tercapai cita-cita

12 Ernest Sengi, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik di Media Sosial, 1-2.



masyarakat berbasis informasi dan teknologi, dengan kata
lain undang-undang ini membatasi kebebasan beropini dan
berekspresi di dunia maya.*®

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur
tentang ketentuan pidana mengenai pengancaman yang
diatur dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan
pengancaman, untuk mengenai ancaman kekerasan diatur
dalam pasal 368 ayat (1) sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain. secara melawan hukum,
memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,
atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan
piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara 9
tahun.*

Ancaman kekerasan di media elektronik dapat
dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai
berikut: Di dalam pasal 29 menjelaskan bahwa Setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi. Untuk hukuman dijelaskan di pasal 45 B yaitu:

18 Merry Magdalena, UU ITE : Don’t Be The Next Victim ( Jakarta: PT
Gramedia, 2009), 22.

" Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2021), 175.



Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti yang ditujukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp750.000.00,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

Terdapat perbedaan mengenai substansi Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik direvisi menjadi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016. Di Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
tentang ancaman kekerasan terdapat di Pasal 29 yang
menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja tanpa hak
mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Untuk hukumannya
dijelaskan di Pasal 45 Ayat 3 bahwa “Setiap orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua

miliar rupiah).”°

B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, 12.

16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, 22.
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pasal 29
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dianggap merugikan bahkan
mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Penyebabnya pasal 29 tersebut cenderung multitafsir dan
tumpang tindih dengan peraturan hukum yang lain. Polemik
muncul setelah beberapa tahun ini banyak kasus hukum
terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik.'” Tindak pidana pengancaman di dalam Pasal 29
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor
19 Tahun 2016 dalam segi penghukumannya berbeda dengan
Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Di dalam pasal 29
tersebut tidak menjelaskan secara jelas tentang tindak pidana
pengancaman di media elektronik yang dapat dihukum,
pengancaman di media elektronik sangat berbeda dengan
pengancaman biasa yang ada di Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, baik dari maksud atau tujuannya.

Dalam hukum Islam masih sedikit yang membahas
tentang hukuman ancaman kekerasan di media sosial. Oleh
karena itu kejahatan di media sosial ini sangat menarik untuk
dibahas lebih mendalam, baik dari segi hukum Islam maupun
hukum  positif. ~ Setelah  penulis  membaca dan
membandingkan Undang-Undang tentang Informasi dan

17 sahrul Mauludi, Seri Cerdas Hukum, Awas Hoaks Cerdas
Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaxs, ( Jakarta: PT
Elex Media Komputindo, 2018), 12.
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Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dengan
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Nomor 11 Tahun 2008 di dalam pasal 29 tentang
pengancaman ada perbedaan dalam pertanggungjawaban
hukuman di dalam hukum Islam dan hukum positif, Juga
terdapat perbedaan dalam tindak pidana ancaman kekerasan
di hukum Islam dan hukum positif. Untuk itu penulis tertarik
untuk meneliti dan melihat lebih dalam mengenai pasal
tersebut, dengan adanya masalah tersebut penulis mengambil
judul » Studi Komparatif Qanun Anti Cyber Crime Law
dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Ancaman
kekerasan di Media Sosial”

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka
muncul beberapa permasalahan yang akan penulis kaji lebih
jauh dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi
permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana ancaman kekerasan di media
sosial menurut hukum Islam?

2. Bagaimana tindak pidana ancaman kekerasan di media
sosial menurut hukum positif?

3. Bagaimana perbandingan tindak pidana ancaman
kekerasan di media sosial dalam ganun anti cyber crime
law dan pasal 29 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

12



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana ancaman kekerasan di
media sosial menurut hukum Islam.

2. Untuk mengetahui hukuman ancaman kekerasan di media
sosial menurut hukum positif.

3. Untuk Mengetahui perbandingan tindak pidana ancaman
kekerasan di media sosial dalam ganun anti cyber crime
law dan pasal 29 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, sampai disusunnya
penelitian ini belum ditemukan penelitian yang sama persis
dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya
belum ada yang membahas mengenai hukum Islam dan
hukum positif tentang ancaman kekerasan yang terdapat di
pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Berdasarkan penelitian di perpustakaan dan
penelusuran di internet, ada beberapa penelitian yang dapat
mendukung penulisan penelitian ini, antara lain :

Pertama, Jurnal dengan judul Tindak Pidana
Pengancaman melalui Layanan Pesan Singkat, penulis
dengan nama Muhammad Safri Mahasiswa Magister IImu
Hukum Universitas Hasanudin, jurnal ini membahas tindak
pidana pengancaman di dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
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yang diatur dalam pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 menjelaskan
unsur dari pasal tersebut adalah unsur subjektif dan unsur
objektif.'®

Kedua, Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana
Islam terhadap Sanksi Cyberbullying sebagai Kejahatan
Siber (Cyber Crime) menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang
UU ITE yang ditulis Maulida Nur Muslishotin Mahasiswa
Uin Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas sanksi
bagi pelaku cyberbullying dalam pasal 29 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan dalam kejahatan bullying tergolong jarimah
ta’zir dengan hukuman yang ditetapkan Ulil Amri.*

Ketiga, Skripsi yang menggunakan judul Studi Kasus
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.
93/Pid.B/2013/Pn.Mkt tentang Pengancaman melalui Media
Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada
skripsi ini menjelaskan kasus pengancaman yang dilakukan
oleh terdakwa Abdul Rosyad kepada Suyati menggunakan
bahasa daerah melalui pesan singkat berupa SMS yang berisi
kata-kata kasar dan tidak layak. Dalam persidangan Majelis
Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak menghadirkan
ahli bahasa, padahal keterangan dari ahli bahasa sangat
diperlukan untuk membantu memberikan pertimbangan

8 Muhammad Safri, Tindak Pidana Pengancaman melalui Layanan

Pesan Singkat, Vol 5 No. 1, Analisis Juni 2016, 84-89.

® Maulida Nur Muhlishotin, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap

Sanksi Cyberbullying sebagai Kejahatan Siber (Cyber Crime) menurut UU No.
19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Thesis UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2017), 1.
http://digilib.uinsby.ac.id.
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kepada hakim menyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Mojokerto  N0.93/Pid.B/2013/PN.Mkt. Bahwa terdakwa
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan
sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan
atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi .%°
Keempat, Tesis yang berjudul Pertanggungjawaban
terhadap Penyalahgunaan Media Informasi Elektronik dan
Dokumen Elektronik yang berisi Ancaman Pembunuhan
melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 110
Pk/Pid.Sus/2016.). Penelitian ini untuk mengetahui unsur-
unsur terpenuhinya tindak pidana pengancaman melalui
layanan pesan singkat dan mengetahui pembuktian dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganalisis
mengenai tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan
pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal
184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan
persyaratan peninjauan kembali pasal 263 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang telah terbukti di
persidangan yang meliputi: keterangan para saksi dan

2 Tendi M Tuhfah, Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Mojokerto No.93/Pid.B/2013/Pn.Mkt tentang Pengancaman melalui Media
Elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, skripsi Universitas Padjajaran (Sumedang, 2016), 1.
https://repository.unpad.ac.id
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keterangan terdakwa sendiri, menganalisis tindak pidana yang
asalnya bukan tindak kejahatan.?

Kelima, Skripsi yang berjudul Tindak Pidana
Pemerasan dan Pengancaman dengan Short Message Service
(SMS) sebagai Perbuatan Berlanjut (Studi Putusan Nomor :
199/ Pid.B / 2015 / Pn.Ska ). Penelitian ini untuk mengetahui
menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:
199/Pid.B/2015/PN.Ska tentang pemidanaan terhadap pelaku
tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan Short
Message Service (SMS) sebagai perbuatan berlanjut. Putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska
kurang tepat. Karena dalam kasus ini terdapat unsur yang
berkaitan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yaitu pemerasan dan pengancaman
dengan menggunakan teknologi informasi yaitu SMS, maka
dalam hal ini terdapat dua aturan yaitu Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Untuk itu aturan yang dipakai adalah aturan yang
khusus yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Dalam asas lex specialis derogat legi
generalis yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan
bahwa hukum vyang bersifat khusus (lex specialis)
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis)
yang mana hal ini tidak dijadikan dasar oleh penuntut umum

2L Agus Mulyana, Pertanggungjawaban terhadap Penyalahgunaan

Media Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berisi Ancaman
Pembunuhan melalui SMS berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik
(Studi  Kasus Putusan Nomor: 110/Pk/Pid.Sus/2016). Thesis Universitas
Bhayangkara (Jakarta Raya, 2018), 1. http://repository.ubharajaya.ac.id
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serta hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan
dan pengancaman dengan Short Message Service (SMS)
sebagai perbuatan berlanjut. %

Penelitian di atas meneliti tentang ancaman kekerasan
melalui media elektronik atau media sosial berdasarkan
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ada satu penelitian yang meneliti tentang perspektif hukum
pidana Islam, dan empat penelitian hanya meneliti tentang
hukum pidana positifnya saja. Satu penelitian yang meneliti
tentang perspektif hukum Islam tidak menjelaskan secara
detail tentang ancaman kekerasan di media sosial, hanya
menjelaskan hukum Islam tentang pengancaman bullying.
Setelah melihat dari beberapa penelitian di atas, penulis ingin
menjadikan penelitian yang penulis teliti sebagai penelitian
yang lengkap dalam pembahasan hukum Islam di Indonesia
serta hukum positif.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang lain,
jika penelitian lain hanya menjelaskan hukuman ancaman
kekerasan di hukum Islam saja tidak disertai penjelasan lebih
detail. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan
hukuman ancaman kekerasan di hukum Islam secara detail.
Sedangkan dalam hukum positif penelitian penulis berbeda
dengan penelitian lain yaitu penelitian lain hanya membahas
salah satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

2 Deni Riyan Permananim, Tindak Pidana Pemerasan dan

Pengancaman dengan Short Message Service (SMS) sebagai Perbuatan
Berlanjut ( Studi Putusan Nomor: 199 / Pid.B / 2015 / PN.Ska ). Skripsi
Universitas Sebelas Maret (Surakarta, 2017), 1. https://digilib.uns.ac.id
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Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 29 atau Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik di pasal 29. Penulis dalam penelitiannya
juga meneliti dan membahas dua undang-undang sekaligus
yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 29 dan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik di pasal 29. Penelitian yang penulis teliti
berbeda dengan penelitian lain yaitu penulis meneliti tentang
menganalisis dan membandingkan hukuman tindak pidana
ancaman kekerasan dalam ganun anti cyber crime law di
Arab Saudi dan dalam hukum positif di Indonesia, serta
menganalisis dan membandingkan pasal 29 di Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor
11 Tahun 2008 dengan Nomor 19 Tahun 2016.

E. Metode Penelitian

Penelitian tidak hanya mencari data fakta untuk
kepentingan bukti atau penolakan, namun mencari fakta-fakta
yang beragam, fakta-fakta tersebut ditelaah setelah itu
dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti. Banyak penemuan
fakta-fakta masih belum terungkap tentang tindak pidana
ancaman kekerasan dan dapat menyebabkan penasaran,
sehingga dalam melakukan penelitian harus secara valid dan
sesuai kenyataan yang ada.?® Untuk itu di bawah ini ada

2 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Sukabumi: CV Jejak, 2018), 12.
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beberapa metode penulisan yang digunakan penulis dalam
penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Ini menggunakan jenis penelitian kualitatif
dengan pendekatan normatif, penelitian kualitatif adalah
suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh
melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang
lain. Penelitian normatif sering disebut penelitian
doktrinal. Penelitian ini seringkali dikonsepkan sebagai
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan
(law in book) atau hukum yang dikonsepkan sebagai
kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku
masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas namun
sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa
yang ada dalam tindakan (law in action). Sedangkan law
in book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai
harapan, sering berbeda arti antara hukum dalam buku
dengan hukum dalam masyarakat.** Penelitian ini
menganalisis dari peraturan perundang-undangan yang
ada mengenai tindak pidana ancaman kekerasan yang
kemudian dibandingkan dengan aturan atau hukum yang
ada di masyarakat agar hukum sesuai dengan undang-
undangnya.

24 Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 124.
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2. Sumber Data
Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder belaka, karenanya penelitian
ini  merupakan penelitian hukum normatif. Dalam
penelitian normatif data sekunder mencakup sebagai
berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
mengikat, yaitu: Qanun Anti Cyber Crime Law,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat
hubungannya dengan data hukum primer dan
bersifat membantu memperkuat data primer yaitu
berupa Al-Qur’an, Hadis, buku-buku, serta segala
referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis
lainnya yang relevan dan kredibel untuk
menunjang kelengkapan data pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data ini berupa teknik
dokumentasi atau studi dokumenter yaitu penulis
menggunakan dokumen berupa undang-undang dan karya
ilmiah yang membahas tindak pidana ancaman kekerasan.
Dokumentasi (documentation) dilakukan dengan cara
mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta
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dan data yang membahas tentang ancaman kekerasan.
Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan data-data
dengan kategorisasi dan Klasifikasi bahan-bahan tertulis
yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari
sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran,
majalah, website maupun lain sebagainya. Dalam
pengumpulan data ini penulis menggunakan library
research, mengkaji buku-buku, website, foto, dan
dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah,
spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan.
Atas dasar itu metode penelitian ini adalah studi
komparatif. Metode komparatif merupakan suatu metode
yang membandingkan dua kejadian dengan melihat
penyebab-penyebabnya.” Untuk bahan yang diteliti dan
dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang
hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka
dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang
peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala
yang ditelitinya.”® Dalam penelitian ini penulis
menganalisis dari berbagai pemikiran dan kesimpulan-
kesimpulan dalam pembahasan penelitian. Teknik dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman pada ‘“Pedoman

ZSSaifudin, Muhammad Syuhudi Ismail, & Ismail Suardi Wekke,
Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 30.

% Spedjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,
2010), 32.
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Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang.”

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam
lima bab, dan diuraikan dalam sub-sub sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan berisi gambaran umum
tentang penelitian yang mencakup latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan teoritik ancaman
kekerasan di media sosial. pembahasan dalam bab ini
meliputi beberapa sub-sub diantaranya: (a) pengertian
ancaman kekerasan dalam hukum Islam, (b) pengertian
ancaman kekerasan dalam hukum positif, (c) unsur-unsur
tindak pidana ancaman kekerasan, (d) pertanggungjawaban
tindak pidana ancaman kekerasan, dan (e) pengertian tentang
media sosial.

Bab Ketiga berisi tentang hukum Islam dan hukum
positif tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial.
pembahasan dalam bab ini meliputi beberapa sub-sub
diantaranya: (a) ancaman kekerasan berdasarkan Al-Quran
dan Hadis, (b) ancaman kekerasan berdasarkan hukum positif,
(c) ancaman kekerasan di media sosial, (d) pidana dan
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ancaman
kekerasan di media sosial.

Bab Keempat berisi tentang analisis ancaman
kekerasan di media sosial menurut hukum Islam dan hukum
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positif, pembahasan dalam bab ini meliputi beberapa sub-sub
diantaranya: (a) analisis hukum Islam ancaman kekerasan di
media sosial, (b)Analisis ganun anti cyber criminal law, (c)
analisis hukum positif ancaman kekerasan di media sosial, (d)
perbandingan antara ganun anti cyber criminal law Di Arab
Saudi dan hukum positif di Indonesia terhadap ancaman
kekerasan di media sosial.

Bab Kelima merupakan bab penutup dari rangkaian
keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan
dan saran-saran mengenai penelitian ini.
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BAB |1
Tinjauan Teoritik
Ancaman Kekerasan di Media Sosial

A. Pengertian Ancaman Kekerasan dalam Hukum Islam
Kata Ancaman dalam bahasa Arab disebut tahdid,

tahdid berasal dari kata 33{;33—33\»% yang memiliki arti
ancaman, mengancam. Sedangkan secara fiil mudhori’ kata
tahdid berasal dari 34»—.»\@ yang memiliki arti

mengancam.”’ Dalam hukum Islam pengertian ancaman atau
tahdid merupakan setiap perbuatan yang bertujuan untuk
menebarkan rasa takut atau khawatir ke dalam jiwa orang lain
dikarenakan suatu bahaya yang ditargetkan kepada dia atau
kepada hartanya, atau kepada kerabatnya atau urusannya.’®
Ancaman adalah setiap ucapan atau lafadz yang digunakan
untuk mengabarkan keburukan atau hukuman berupa azab,
bencana, malapetaka, peringatan, dan siksa.”

Pengertian Jarimah at-tahdid (Jui¢dl a5,>) atau

tindak pidana mengancam dalam bahasa Inggris berasal dari
kata threat yang mempunyai pengertian adalah “A threat is a
communication of intent to inflict harm or loss on another

27 7ainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab
Terlengkap, (Surabaya: IKAPI, 2007), 39.

% Hendra Gunawan, Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif
Fikih Jinayah, Jurnal El-Qanuniy, VVol.6 No. 1 Edisi Januari-Juni 2020, 120.

% pyrwanto, Janji dan Ancaman dalam Tafsir Al-Mizan (Studi Analisis
Thabathaba’i terhadap Ayat-Ayat Janji dan Ancaman),Thesis, UIN Raden Intan
Lampung, (Lampung, 2020), 38.
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person” yang artinya: Ancaman adalah komunikasi niat untuk
menimbulkan kerugian atau kerugian pada orang lain.*

Kemudian kata threat atau ancaman diterjemahkan
dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut:

34 csdlis UDWJ\ 5 33 sl JMJ\ _)Jgﬁ b

L3l Al £33 03
“Ancaman merupakan tindakan yang dilakukan oleh
seseorang yang memperingati orang lain tentang
bahaya yang yang ingin ia timbulkan pada orang atau
uangnya, atau mengumumkan kejahatan yang
dimaksudkan untuk dilakukan pada orang tertentu atau
uangnya dan itu akan menyebabkan dia membahayakan
atau dapat berupa surat, gambar, lambang, atau
semboyan yang ditandatangani. Ancaman itu disertai
dengan perintah atau syarat dan dapat berupa perintah
atau syarat.”*"

% Jeffrey Lehman & Shirelle Phelps, West’s Encyclopedia Of American
Law, 2nd Edition Volume 13, (American: The Gale Group, Icn, 1969), 197.
81 Qualitative Research, Wikipedia The Free Encylopedia,

https://ar.wikipedia.org/wiki/(0$6)_4:48), (30 Januari 2022), 1.
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Kekerasan dalam bahasa Arab berasal dari kata <

HOA merupakan suatu serangan fisik maupun serangan non
fisik yang dialami perempuan maupun laki-laki sehingga yang
mengalami akan terusik batinnya.®®> Pengertian kekerasan
menurut Wim Beuken dalam bukunya yang berjudul Religion
as A Source of Violence yang diterjemahkan Imam Baehagie
dengan judul Agama sebagai Sumber Kekerasan mengatakan
bahwa:

Pengertian kekerasan dalam pandangan agama Islam
yaitu perbuatan yang bersifat memaksa dalam arti kata
memaksakan kehendak dengan cara memerintah ataupun
permohonan yang harus dilaksanakan atau wajib dilaksanakan
kalau tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau tindakan-
tindakan yang berupa tindakan kekerasan.®

Kekerasan adalah kegiatan atau tindakan yang bersifat
paksaan, yaitu memaksakan suatu kehendak dengan cara
memerintah atau memohonkan sesuatu yang harus atau wajib
dilaksanakan. Jika perintah tersebut tidak juga dikerjakan,
maka akan ada konsekuensi atau tindakan berupa kekerasan.
Di dalam agama Islam tidak menghalalkan atau
mengharamkan tindakan kekerasan walaupun dilakukan secara
psikis sekalipun. Sebagai seorang muslim wajib untuk

%2 Erva Willya dkk, Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan
Multikultur, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 125.

% Wim Beuken & Karl-Josef Kuschel, terj. Imam Baehagie, Agama
Sebagai Sumber Kekerasan?, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.
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mengingatkan dan juga mengajak untuk mengerjakan
kebaikan guna menegakkan kaidah-kaidah dalam Islam.*

Dapat disimpulkan bahwa ancaman kekerasan atau

u.,\ﬁb &80 dalam bahasa Arab  merupakan suatu

tindakan paksaan atau menakut-nakuti seseorang agar mau
melakukan apa yang diinginkan orang yang menakut-nakuti
tersebut, namun apabila orang yang ditakuti tidak melakukan
apa yang diinginkan maka akan mendapatkan suatu tindakan
kekerasan. Tindak pidana Ancaman kekerasan di media sosial
merupakan kejahatan yang terjadi di internet yang
berhubungan dengan media sosial yang dimiliki seseorang,
tujuan ancaman kekerasan dilakukan agar seseorang yang
diancam tersebut mengikuti apa yang diinginkan oleh orang
yang mengancamnya. Namun jika orang tersebut tidak
melakukan apa yang diinginkan maka orang Yyang
mengancamnya bisa saja melakukan kekerasan kepadanya.

B. Pengertian Ancaman Kekerasan dalam Hukum Positif

Pengertian Ancaman merupakan tindakan menakut-
nakuti dengan tujuan agar pihak lain bertindak sesuai dengan
keinginan pihak yang menakut-nakuti. Pengertian ancaman
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

% Daffa Kennedy, “Pengertian Kekerasan dalam Islam, Hukum, serta Dalilnya”,
https://pantiasuhanalhakim.org/kekerasan-dalam-islam/ diakses 9 April 2022.
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tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat di pasal 1
angka 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang
menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak tidak
langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau
dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal
yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu
proses peradilan pidana.®®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata
ancaman memiliki arti yaitu Pertama, menyatakan maksud,
niat, dan rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan
atau menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak
lain. Kedua, memberi pertanda atau peringatan mengenai
kemungkinan malapetaka yang akan terjadi. Ketiga,
diperkirakan akan menimpa.** Ancaman atau mengancam
adalah menyatakan suatu maksud untuk melakukan tindakan
yang membahayakan, merugikan, menyakitkan, menyulitkan,
dan sebagainya, memberi tanda-tanda atau sesuatu bencana
atau malapetaka yang mungkin terjadi contohnya, ancaman
banjir, ancaman letusan merapi, dan sebagainnya, terancam
dalam keadaan bahaya, diancam oleh.*’

% Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, 3.

% Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 62.

87 Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi terbaru, (Surabaya:

Cahaya Agency, 2013), 37.
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Pengertian kekerasan merupakan suatu perbuatan yang
menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah
dan membuat orang tidak berdaya. Kata kekerasan terdiri dari
gabungan dua kata yang mengandung arti perbuatan yang
aktif atau fisik orang yang menggunakan kekuatan fisik yang
kuat atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya.*®
Menurut Duwi Handoko mengutip dari R. Susilo pengertian
kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan
jasmani tidak kecil secara tidak sah. Contohnya memukul
dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak,
menendang, dan sebagainya.** Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) pengertian kekerasan adalah perilaku yang
bersifat pertama berciri keras, kedua perbuatan seseorang
yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, menyebabkan
kerusakan fisik, barang orang lain, dan ketiga ada paksaan.*

Jadi dapat disimpulkan bahwa ancaman kekerasan
adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa
ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik
dengan maupun menggunakan sarana dalam bentuk
elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa

% Desi Ratna Sari Br. Sembiring, Analisis Hukum Pemidanaan Pelaku
Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-Nakuti melalui
Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), Skripsi,
Universitas HKBP Nommensen, (Sumatera  Utara, 2020), 15.
http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4453

39 Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di
Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki
Silang Hukum dan disertai dengan Humor dalam Lingkup IImu dan
Pengetahuan tentang Hukum), (Pekanbaru: Hawa dan Ahwan, 2017), 55.

0 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa: Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2008), 698.
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takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau
mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.*!
Ancaman kekerasan merupakan setiap perbuatan yang dengan
sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau
peringatan mengenai suatu kedaan yang cenderung dapat
menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat
secara luas.*” ltulah beberapa pengertian ancaman kekerasan
menurut para ahli.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam
Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam harus memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut:

a.

Terpenuhinya unsur formil (rukun syar’i) yaitu
adanya nas (ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengancamnya dengan hukuman.

Terpenuhinya unsur materil (rukun madi) vyaitu
adanya perbuatan Pidana. Baik berupa perbuatan
nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
Terpenuhinya unsur moril (rukun adabi) yaitu pelaku
tindak pidana harus cakap hukum atau mukallaf.
Mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai

“1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 1

Angka 4, 7.

“2 Tina Asmarawati, Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP,
(Yogyakarta: Deepublish, 2014), 344.
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pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
diperbuatnya®
Dari penjelasan di atas tentang unsur-unsur tindak
pidana dalam hukum Islam secara umum, maka untuk
tindak pidana ancaman kekerasan harus memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut:
a.  Unsur Formil (Rukun Syar i)
Meskipun di  Al-Qur’an ataupun Hadis tidak
menjelaskan secara rinci sanksi ancaman kekerasan,
namun perbuatan tersebut diatur dalam pasal 29
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi elektronik.
b. Unsur Materil (Rukun Madi)
Perbuatan ancaman kekerasan dilakukan sengaja
dengan cara mengintimidasi korban dengan
menggunakan media sosial sebagai alat untuk
melakukan ancaman kekerasan.
c. Unsur Moril (Rukun Adabi)
Jika dilihat dari pelaku ancaman kekerasan, pelaku
dapat menggunakan media sosial artinya pelaku
adalah orang mukallaf yang memiliki kemampuan
dalam hal menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi.

“ Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islamy Mugaranan
Bilganunil Wad'iy Vol.1, terj. Tim Tsalisah, (Jakarta: PT Kharisma lImu, 2008),
128-130.
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam
Hukum Positif
Sumy Hastry Purwanti mengutip dari Moeljatno
mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan
perbuatan yang diancam dengan pidana. Untuk itu adanya
perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tindak pidana
sebagai berikut:
a. Bersifat melawan hukum.
b. Perbuatan.
c. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.*
Ada dua delik yang mana tindakannya bukan
berupa tindakan fisik atau belum menjadi tindakan fisik
yaitu delik-delik yang menggunakan ancaman kekerasan
misalnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
terdapat di pasal 335, 336, 368, dan 369. Untuk delik-
delik yang menggunakan ancaman kekerasan contohnya
pasal 335 ayat 1 butir 1 adalah sebagai berikut:
“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa
orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau
dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang
itu sendiri maupun orang lain.”
Terdapat beberapa unsur di pasal 335 ayat 1 butir 1 yaitu:
a. Unsur memaksa orang lain
Memaksa orang lain merupakan melakukan tekanan
kepada orang lain sehingga orang tersebut melakukan

4 Sumy Hastry Purwanti, Kekerasan pada Anak & Wanita Perspektif
Ilmu Kedokteran Forensik, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), 13-14.
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sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri
atau  melawan  kehendak  pribadi  dengan
menggunakan media kekerasan atau ancaman
kekerasan.
b. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan

kekerasan merupakan kekerasan fisik maupun psikis
sedangkan ancaman kekerasan merupakan ancaman
fisik maupun psikis. Kekerasan atau ancaman
kekerasan dalam pasal tersebut di dalamnya
merupakan termasuk dengan menggunakan senjata
api. Pasal 89 di Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang mengatur bahwa membuat orang
pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan
menggunakan kekerasan misalnya menembakkan
peluru senjata api ke udara sehingga membuat orang
lain pingsan atau terkejut sehingga tidak berdaya
maka termasuk dikategorikan memenuhi unsur
kekerasan menurut pasal 89.%

Berdasarkan pasal 335 bahwa perbuatan tidak
menyenangkan tidak hanya berdasarkan lisan maupun
tulisan tetapi disertai dengan ancaman, pemaksaan, dan
kekerasan. Yang dimaksud kekerasan dalam pasal 335
adalah kekerasan secara fisik bukan kekerasan secara
psikologis tentang mental seseorang untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman tidak
perlu menunggu hingga adanya korban yang luka

% Aldwin Rahadian Megantara, Aspek Hukum atas Senjata Api Bela
Diri, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 43-45.
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contohnya tindakan mengancam akan memukul dengan
pergerakan tangan yaitu seolah-olah hendak memukul
sudah disebut ancaman. Apabila terjadi luka-luka
tindakan tersebut sudah masuk tindak pidana
penganiayaan.® Tindak pidana pengancaman diatur
dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
adalah ketentuan setelah adanya keputusan Mahkamah

Konstitusi yang menghapus frasa sesuatu perbuatan lain

maupun perlakuan yang tidak menyenangkan. Ketentuan

dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
mengatur tentang pengancaman atau ancaman kekerasan
dan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Di dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 terdapat unsur-
unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Pelaku merupakan barangsiapa yang artinya orang
yang melakukan perbuatan ancaman kekerasan
mampu bertanggung jawab menurut hukum.

b. Bentuk perbuatan merupakan memaksa, arti
memaksa sendiri adalah menyuruh orang untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu,
apabila orang tersebut melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu yang berlawanan dengan
kehendaknya sendiri.

c. Objek merupakan orang, perbuatan tersebut
ditujukan kepada orang.

d. Dilakukan secara melawan hukum.

% Rocky Marbun, Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, (Jakarta:
Visimedia, 2011), 169.
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e. Cara melakukan perbuatan adalah dilakukan dengan
kekerasan maupun ancaman kekerasan.*’

Ancaman kekerasan melalui internet atau media
sosial diancam dengan pasal 29 Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun
2016 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti yang ditujukan secara pribadi.*

Ancaman kekerasan di pasal 29 terdapat beberapa
unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif merupakan kesalahan pelaku yang
dirumuskan dalam pasal tersebut adalah dengan
sengaja yang artinya kesalahan dalam tindak
pengancaman melalui media sosial harus dilakukan
dengan unsur sengaja baik sebagai niat atau sengaja
karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja
akan keharusan.

b. Unsur objektif merupakan perbuatan melawan
hukum. untuk unsur objektif yang terdapat di pasal 29
adalah sebagai berikut:

4 Andi Iriana D. Sulolipu, Analisis Tindak Pidana Pengancaman
melalui Pesan Singkat, Jurnal Al-Ishlah, Vol.21 No.1 Mei 2019, 18.

“8 yurizal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia,
(Malang: Media Nusa Creative, 2018), 52.
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1)

2)

Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang
selaku subyek hukum, dalam pengertian
seseorang secara pribadi atau menunjuk pada
suatu badan hukum tertentu yang mampu
bertanggung jawab menurut hukum. Sebagai
salah satu unsur pembentuk delik dapat
ditafsirkan setiap orang yaitu menunjuk pada
orang atau badan hukum yang mampu
mewujudkan atau melakukan sebuah delik atau
perbuatan tindak pidana.*®

Tanpa hak

Adanya sifat melawan hukum yaitu tanpa hak
yang memiliki arti seseorang melakukan
perbuatan  mengirimkan informasi maupun
dokumen tidak memperoleh izin dari orang yang
memiliki informasi maupun dokumen tersebut.*
Sedangkan pengertian hak sendiri merupakan
tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap
orang lain sampai kepada batas-batas
pelaksanaan hak tersebut.*

4 Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di
Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki
Silang Hukum dan Disertai dengan Humor Lingkup llmu dan Pengetahuan
tentang Hukum), 39.

%0 Agung Sujatmiko, Sertifikat Hak Merek sebagai Jaminan Fidusia,
(Pasuruan: Qiara Media, 2021), 62.

*! Ruslan Renggong & Dyah Aulia Rachma Ruslan, Hak Asasi Manusia
dalam Perspektif Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2021), 17.
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3)

4)

5)

Mengirimkan informasi elektronik atau dokumen
elektronik

Mengirimkan adalah menyampaikan sesuatu
dengan  perantara ke berbagai alamat.
Mengirimkan informasi elektronik atau dokumen
elektronik dapat dilakukan melalui perantara
internet contohnya SMS, whatsapp, instagram,
messenger dan lain-lain.

Memuat atau berisi ancaman kekerasan

Suatu informasi elektronik atau dokumen
elektronik yang dikirimkan dari pihak satu ke
pihak yang lain berisi ancaman untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya
mengirim pesan dengan perkataan saya akan
membunuhmu jika kamu tidak memberikan
uangmu. Pesan ini berisi ancaman yang membuat
seseorang takut dalam melakukan sesuatu
ataupun tidak melakukan sesuatu.

Menakut-nakuti

Ancaman merupakan suatu tindakan menakut-
nakuti dengan tujuan agar pihak lain bertindak
sesuai dengan pihak yang menakut-nakuti.
Contohnya seorang anak yang menolak untuk
melakukan tindakan tidak senonoh yang
diperintahkan oleh orang dewasa agar anak
melakukan apa yang diperintahkan. Untuk itu apa
yang dilakukan orang dewasa itu disebut dengan
menakut-nakuti. Jika orang dewasa mengancam
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anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan
keinginannya, maka anak menjadi ketakutan dan
mematuhi apa yang yang diperintah orang
dewasa, ancaman tersebut akan terealisasi dalam
bentuk tindakan. Apabila anak tidak takut
melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan
menolak apa yang diperintahkan orang dewasa
maka ancaman tersebut hanya ancaman verbal
saja. Kemudian ada dua kemungkinan yang akan
dilakukan orang dewasa yang pertama akan
mengurungkan  niatnya  untuk  melakukan
tindakan lebih jauh dan yang kedua akan
menindaklanjuti ancamannya dalam bentuk
tindakan memaksa.*?
6) Secara pribadi

Ancaman kekerasan yang dilakukan oleh seorang
diri bukan oleh orang lain sehingga ancaman
kekerasan itu membuat takut pihak yang
diancam. Unsur ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Unsur-unsur tindak pidana ancaman kekerasan dalam
hukum Islam dan hukum positif berbeda. Di hukum Islam
unsur-unsur tindak pidana ancaman kekerasan harus
memenuhi unsur formil (rukun syar’i), unsur moril (rukun
madi), dan unsur materil (rukun adabi). Sedangkan di hukum

52 |smantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan
Seksual terhadap Anak, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 3.
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positif unsur-unsur tindak pidana ancaman kekerasan harus
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai kejahatan yang
dilanggar misalnya kejahatan yang dilanggar ada di Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana maka harus memenuhi
unsur-unsur tindak pidana di Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, jika kejahatan ancaman kekerasan dilakukan di media
sosial maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana di
pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana  Ancaman
Kekerasan

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada
syarat yang membuat pelaku dapat dipidana yaitu pembuat
harus mampu bertanggung jawab atau dengan kata lain harus
ada kemampuan bertanggung jawab dari pembuat. Suyanto
mengutip dari Simons yang mengatakan kemampuan
bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis yang
membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan.
seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab yang pertama
seseorang menyadari bahwa perbuatannya bertentangan
dengan hukum dan vyang kedua dapat menentukan
kehendaknya sesuai dengan kesadaran.*® Pertanggungjawaban
pidana dalam hukum Islam adalah hanya membebankan
hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukallaf.
Karena seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat

T7.

58 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),
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dibebani hukuman dan tidak dianggap sebagai objek
pertanggungjawaban pidana.>

Di bawah ini adalah pertanggungjawaban tindak pidana
ancaman kekerasan dalam hukum Islam dan hukum positif
sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ancaman Kekerasan
dalam Hukum Islam
Apabila seseorang mengancam dengan perkataan
“apabila kamu tidak membunuh saya maka saya akan
membunuhmu” dengan perkataan itu tidak menyebabkan
gishash dan denda tetapi jika orang yang mengancam
tersebut kemudian melaksanakan ancamannya dengan
membunuh orang yang diancam maka pengancam bisa
dihukum dengan hukuman gishash.*® Untuk ancaman
yang akan datang tidak bisa dihukum contohnya
perkataan seseorang,”’sungguh saya akan memukulmu
besok.” Ancaman tersebut baru akan dilakukan besok
namun jika besok tidak dilakukan maka tidak dapat
dihukum. ancaman dengan sesuatu yang memang sudah
menjadi hak yang bersangkutan juga tidak dapat dihukum
misalnya seseorang yang memiliki hak gishah atas
seorang terpidana kepada terpidana, lakukanlah begini

% Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinai Al-lslamy Mugaranan
Bilganunil Wad’iy Vol.2, terj. Tim Tsalisah, ( Jakarta: PT Kharisma lImu, 2008),
57.

% Naili Anafah, Hukum Pidana Islam Kerajaan Demak Abad 15,
(Demak: Hasfa Publishing, 2013), 115.
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jika tidak maka saya akan menggishas kamu.>® Perkataan

ancaman tersebut tidak bisa dihukum karena memang

sudah haknya untuk menggishas.

b. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

dalam Hukum Positif
Dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku

ancaman kekerasan terdapat unsur-unsur diantaranya:

1. Kemampuan Bertanggung jawab
Unsur kemampuan bertanggung jawab harus dapat
dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, untuk itu apabila
seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan
bertanggung jawab maka pelaku tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.
Penyebab pelaku ancaman kekerasan tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana karena kurang
sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Oleh
sebab itu hakim boleh memerintahkan menempatkan
pelaku di rumah sakit jiwa selama-lamanya satu
tahun untuk diperiksa. Sebagaimana sudah diatur
dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
pelaku ancaman kekerasan dianggap memiliki
kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan
yang dilakukannya.

2. Adanya Kesalahan
Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan
bukan bagian dari kesalahan itu sendiri. Subjek

56 Zakariya bin Muhammad Al-Anshari, Thufatuth Thullab Vol.1
(Lebanon: Dar Al-Kotob Al-1imiyah, 1997), 272.
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hukum mampu bertanggung jawab adalah unsur
pertanggungjawaban pidana dan syarat kesalahan.
Dalam hukum pidana bentuk kesalahan ada dua yaitu
kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa.

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf atau Penghapus
Kesalahan
Dalam  melakukan  perbuatan pidana  untuk
menentukan pertanggungjawaban pelaku ancaman
kekerasan adalah ada alasan pemaaf dijadikan
sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana. Alasan pemaaf yaitu daya paksa (overmacht),
pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer
ekses), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa
wewenang yang didasari oleh itikad baik. Untuk itu
selama persidangan majelis hakim tidak menemukan
adanya alasan pemaaf maka pelaku dinyatakan tidak
mampu bertanggung jawab karena tidak ditemukan
selama perbuatan tindak pidana ancaman kekerasan.”’

Pertanggungjawaban tindak pidana ancaman kekerasan
dalam hukum Islam dan hukum positif dalam pemidanaannya
berbeda. Dalam hukum Islam ancaman kekerasan baru dapat
dihukum setelah tindakan ancaman kekerasan itu dilakukan,
sedangkan dalam hukum positif ancaman kekerasan dapat
dihukum walaupun hanya berupa ucapan, tulisan, dan pesan
singkat yang hukumannya telah diatur di Kitab Undang-

 Idik Saeful Bahri, Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana,

(Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), 169.
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Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Pengertian tentang Media Sosial

Media sosial merupakan media online atau daring yang
dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di
internet. Di dalam media sosial para penggunanya dapat
saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan
berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan
teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah
suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Aplikasi
Media sosial contohnya youtube, facebook, blog, twitter,
instagram, dan lain-lain.®® Ada beberapa pengertian media
sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut
Philip Kolter dan Kevin Keller, media sosial adalah media
yang digunakan oleh individu untuk berbagi teks, suara,
gambar, dan video informasi dengan individu. Menurut
Taprial dan Priya Kanwar, media sosial adalah media yang
digunakan oleh individu untuk bersosialisasi dan
mendapatkan berbagai informasi, berita, foto, dan berbagai
hal lainnya dari individu lain. Andres M. Kalpan dan Michael
Haenlein, media sosial merupakan kelompok aplikasi berbasis
internet yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan
penciptaan dari user generated content.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media
sosial adalah sebuah proses dari sosialisasi yang menekankan

%8 Mac Aditiawarman dkk, Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya,
(Bandung: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2019), 50.
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pada proses interaksi antara satu individu dengan individu
lainnya untuk saling menciptakan, membagi, memodifikasi
ide, dan gagasan dalam bentuk komunikasi virtual. Oleh
sebab itu suatu informasi yang telah dibuat atau diciptakan
oleh seseorang dapat dengan mudah diakses oleh jutaan orang
secara virtual sehingga dalam penerapannya harus berhati-
hati supaya setiap informasi yang tersebar tidak mengandung
nilai-nilai negatif atau kebohongan informasi.*

Kejahatan di media sosial atau disebut cyber crime
adalah kejahatan seperti carding, hacking, cracking, phising,
dan spamming. Media sosial dapat digunakan bertransaksi
langsung menggunakan kartu kredit sehingga banyak akun
masyarakat yang kebobolan dan dipakai oleh orang lain. Hal
ini terjadi karena kurang keamanan tempat pembelajaan
online, sehingga mempermudah para hacker untuk
mendapatkan informasi berupa nomor kartu kredit, masa
kartu kredit, CVC, dan biodata pemilik kartu kredit.
Bertransaksi via daring tidak memerlukan password akses
sehingga mempermudah para hacker menggunakan kartu
kredit untuk berbelanja. Korbannya biasanya tiba-tiba
mendapat tagihan padahal ia merasa tidak pernah
membelinya. Biasanya hacker membobol akun-akun yang

% gyaifudin dkk, Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat,
(Malang: Prodi llmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020),
53-54.
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dapat menguntungkan seperti ketenaran, followers, ujaran
kebencian, dan ancaman kekerasan kepada orang lain.”

Kemajuan teknologi informasi telah membawa
perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia.
Adanya teknologi yang berkembang dapat memudahkan
manusia dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya baik
dalam berbisnis, bekerja, sekolah, dan kegiatan-kegiatan
positif ~ lainnya.  Akibat  perkembangan  teknologi
mempermudah kegiatan manusia, jika teknologi informasi
tidak terhubung ke internet maka tidak dapat menggunakan
teknologi informasi. Oleh sebab itu penggunaan internet
dilakukan sesuai norma-norma dan aturan hukum yang benar.
Semakin berkembangnya teknologi informasi maka semakin
banyak kejahatan yang terjadi.**

Adanya Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dibuat untuk melindungi para pengguna
dan menindak lanjuti kejahatan yang terjadi di media sosial.
Untuk para pengguna media sosial diharapkan mampu
memahami dan mengetahui peraturan mana yang dibolehkan
dan dilarang oleh Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, sehingga para pengguna nyaman dan
aman dalam menggunakan media sosial.

8 Muhammad Nurin Fajarudin dkk, Media Sosial Identitas,

Transformasi dan Tantangannya, (Malang: Prodi llmu Komunikasi Universitas
Muhammadiyah Malang, 2020), 4-5.

81 Oksidelfa Yanto, Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan
dengan Teknologi Informasi, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 97.
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BAB 111
Hukum Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana
Ancaman Kekerasan di Media Sosial

A. Ancaman Kekerasan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis
Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada
Nabi Muhammad Saw dan membacanya adalah ibadah. Dalam
hukum Islam pengertian Al-Qur’an merupakan sumber hukum
yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturanpun yang
bertentangan dengan Al-Qur’an, sehingga semua penyelesaian
persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai
persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan
masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-
Qur’an.* Sedangkan hadis adalah sumber hukum Islam yang
kedudukannya di bawah Al-Qur’an, Hadis adalah sumber hukum
Islam kedua setelah Al-Qur’an. Pengertian Hadis adalah semua
perkataan, perbuatan, dan tagrir Nabi Muhammad Saw yang
berkaitan dengan hukum syar’i dan ketetapannya.®® Dalam agama
Islam melarang setiap perbuatan pengancaman kekerasan yang
dilakukan setiap makhluk karena agama Islam adalah agama
perdamaian.

1. Ancaman Kekerasan berdasarkan Al-Qur’an
Al-Qur’an menjunjung tinggi anti-kekerasan dan
mendesak umat Islam untuk menggunakan kebijaksanaan dan

62 Chuzaimah Batubara, Iwan, & Hawari Batubara, Handbook
Metodologi Islam, ( Jakarta: Prenada Media, 2018),75.
% Ibid., 89.
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kebajikan (hikmah dan ihsan) ketika berhubungan dengan
orang lain.** Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam pertama
dari masa ke masa yang tetap relevan, sehingga mendorong
manusia untuk maju dan menjadi rahmat bagi alam semesta.
Allah Swt melarang segala bentuk tindak pidana, larangan
yang dimaksud adalah larangan yang dilarang oleh syara’.
Larangan-larangan itu dapat berupa melakukan perbuatan
yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diperintahkan. Larangan yang dilarang syara’ artinya
larangan-larangan harus datang dari nas-nas (ketentuan)
syara’. Berbuat dan tidak berbuat tidak bisa dipandang
sebagai perbuatan pidana kecuali bila diancamkan
hukumannya.®

Ancaman kekerasan atau caially 1543301 berdasarkan

Al-Qur’an dijelaskan di Surat Al-Alaq ayat 17-19 sebagai
berikut:
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“Maka biarlah ia memanggil geng (kelompok)-nya
untuk menolongnya. Kami memanggil Malaikat
Zabaniyah. Sekali-kali jangan. Janganlah kamu patuh

8 Nadirsyah Hosen, Tafsir Al-Qur’an di Medsos: Mengkaji Makna dan
Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial, (Yogyakarta: Bentang Pustaka,
2019), 220.

% Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islamy Mugaranan
Bilganunil Wad'’iy Vol.1, terj. Tim Tsalisah, 87.
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kepadanya. Sujud dan dekatkanlah (dirimu hanya
kepada Allah).” (Q.S. 96 [Al-Alag]:9-19).%

Surat Al-Alag adalah wahyu yang pertama Kkali
diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yaitu ayat 1-5
Sedangkan pada ayat 6-19 turun setelah dakwah Nabi
Muhammad Saw tersebar di tengah kaum Quraisy, untuk itu
mereka kaum Quraisy melawan dan mengancam beliau.
Dalam Asbabul Nuzul ayat 7-9 surat Al-Alag turun mengenai
ancaman Abu Jahal yang berkata,”Jika kau melihat
Muhammad sedang sholat, sungguh aku akan menginjak
lehernya.” Aku benar-benar menyungkurkan wajahnya di
tanah, kemudian Allah menurunkan ayat 7-8 dan menurunkan
ayat sesudahnya.’” Abu Jahal terus menakut-nakuti Nabi
Muhammad Saw sehingga Allah Swt menurunkan ayat
terakhir dalam surat Al-Alag yaitu ayat 19 yang artinya:
”Sekali-kali jangan! janganlah kamu patuh kepadanya
sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada tuhan)”.

Dijelaskan ayat 19 tersebut maksudnya adalah sekali-
kali jangan! Jangan kamu patuhi orang yang melarang sholat
dan dakwah. Sujudlah kepada tuhanmu dan dekatkanlah
dirimu kepada-Nya dengan melakukan ketaatan dan ibadah
kepada-Nya biarkanlah orang yang aniaya itu yang suka
menghalangi orang yang mengerjakan shalat dan berbuat
kebajikan. Biarkanlah dia diurusi Malaikat Zabaniyah. Surat
ini turun ketika Abu Jahal melewati Nabi Muhammad Saw

% Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, 597.
57 Wahbah Zuhaili, Buku Pintar Al-Qur’an: Seven in One, (Jakarta:
AlMahira, 2008), 598.
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ketika beliau mengerjakan shalat di Magam lbrahim, lalu Abu
Jahal berkata kepada beliau,“Hai Muhammad! Bukankah aku
telah melarangmu melakukan hal ini?” Kemudian Abu Jahal
mengancam Nabi Muhammad Saw.®

Tindak pidana ancaman kekerasan atau jarimah at-
tahdid dapat dihukum berdasarkan penjelasan surat Al-
Maidah ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

IBles upﬂ\ & 033 5 gy A 0P L; U;.U\ 1535

)\ t_}% o ¢ oﬂxo,oi/i ,i “oxzﬂo\M°

od

/"Y\ L; -U LSJ" V“L JJ ':' upj}“ j.a...s

(YY) ks SlE
“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi
hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan
dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari
tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi
mereka mereka di dunia, dan di akhirat mereka
mendapat azab yang besar. ” ®

Asbabul nuzul Surat Al-Maidah ayat 33 yaitu ayat ini
turun berkenaan dengan Kabilah Uki dan Urainah yang
membunuh para pengembala unta kaum muslimin, lalu

merampas unta-unta itu. Rasulullah Saw mengikuti jejak

mereka dan berhasil menangkapnya. Beliau memerintahkan

%8 Sayyid Qutub, Fi Zhilalil Qur'an Vol.6, (Kairo: Dar Al-Shorouk,
2008), 3942-3943.
% Tim penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 113.
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agar mereka dihukum persis seperti perbuatan mereka

terhadap pengembala itu dengan hukuman yang setimpal.

Dijelaskan dalam Surat Al Maidah ayat 33 yaitu bagi orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya membuat kerusakan di

bumi dengan melakukan perampokan, menyebarkan fitnah,

melakukan tindakan yang membuat hilangnya rasa aman dan
menimbulkan ancaman terhadap jiwa dan harta orang lain,
maka hukumannya adalah sebagai berikut:

a. Jika dia melakukan pembunuhan maka harus dibunuh.

b. Jika dia membunuh sekaligus mengambil harta yang
dibunuh maka hukumannya adalah tangan dan kakinya
dipotong secara silang vyaitu tangan kanan hingga
pergelangan dan kaki kiri hingga mata kaki.

c. Jika dia hanya menakut-nakuti (meneror orang lain) tidak
melakukan  perampokan atau membunuh  maka

hukumannya diasingkan ke negeri lain.”

Berdasarkan penjelasan Surat Al-Maidah ayat 33 di
atas dapat disimpulkan hukuman bagi orang yang melakukan
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seperti point ¢ di
atas dijelaskan bahwa jika orang tersebut hanya melakukan
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti saja maka

hukumannya diasingkan atau dipenjara.

" \Wahba Zuhaili, Buku Pintar Al-Qur’an: Seven in One, 114.
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2. Ancaman Kekerasan berdasarkan Hadis
Dilarangnya seorang muslim menakut-nakuti muslim
yang lain seperti yang dijelaskan di Hadis Abu Dawud
Nomor 5004 sebagai berikut:

ey g2 f.c 251 Eis L;)LAH o\.;iliu At ENTES
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad [bn
Sulayman Al-Anbariy telah menceritakan kepada kami
1Ibn Numayr dari A’mash dari Ibn Yasar, dari ‘Abdl Al-
Rahman Ibn Abi Layla berkata: telah menceritakan
kepada Kami Muhammad Saw mereka berjalan
bersama Nabi Muhammad Saw kemudian diantara
mereka tidur, kemudian sebagian dari mereka
mengambil tali dan menyembunyikannya, dan mereka
ketakutan. Kemudian Rasulullah Saw bersabda:Tidak
halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti
muslim yang lain.” (Shahih Sunan Abu Dawud:

5004).™

Asbabul wurud Hadis Abu Dawud Nomor 5004 yaitu
pernah para sahabat berjalan dengan Nabi Muhammad Saw,

™ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats As-Sijistani, Sunan Abi Dawud,
306.
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lalu ada seorang sahabat diantara mereka yang tertidur dan
sebagian mereka menuju tali yang dimiliki orang tersebut dan
mengambilnya. Lalu orang yang punya tali tersebut khawatir
(takut). Dalam penjelasan hadis tersebut dijelaskan bahwa
tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang
lain, walaupun yang dilakukan dengan bercanda tetap
terlarang karena seperti itu menyakiti orang lain.”

Ancaman kekerasan yang dilakukan pada zaman Nabi
Muhammad Saw berupa mengarahkan pedang kepada
temannya terdapat di Hadis Bukhari Nomor 7072 adalah
sebagai berikut:

2 0 < N o< Lo o Zwizgl Pecii.of Sgd 28
w”ruhg_cjwdﬁd\))\.k&b | aes WWus
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“Telah menceritakan kepada Kami Muhammad telah
mengabarkan kepada kami Abdurrazaq dari Ma’mar
dari Hamman, aku mendengar Abu Hurairah dari
Nabi Muhammad Saw bersabda: janganlah salah
seorang diantara kalian mengarahkan pedangnya
kepada kawannya, sebab siapa tahu setan menariknya
dari tangannya lantas ia terjerumus dalam lubang
neraka. ”(HR. Bukhari).”

2 Abu Al-Tayyib Muhammad Syamsul Al-Hag Al-Adzim Al-Abadi,
Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud Vol.13, (Beirut: Darul Qutub,1968), 367.
3 Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, 359.
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Penjelasan Hadis Bukhari Nomor 7072 yaitu pertama
kalimat S a=f B 3395F 5228 ¥ (tidak boleh salah

seorang kamu mengarahkan senjata kepada saudaranya)
dalam ayat tersebut mencantumkan huruf ya’ dan ini yaitu
bentuk nafi yang bermakna larangan. Namun ada sebagian

periwayat menukil dengan redaksi lafadz, &4 N ( jangan

mengarahkan), tanpa mencantumkan huruf ya dan ini adalah

@

bentuk larangan. Yang kedua kalimat s &, & ¥ £

so-

oL 8 J@u uw\ (karena sesungguhnya dia tidak tahu

barangkali syetan mencabut tangannya). Kata }@u

menggunakan huruf ghain berasal dari kalimat nazagha
syaithan baina al ganun yang artinya setan mengadu mereka
sama lain dengan tujuan merusak.

Yang ketiga kalimat ,J\ e SR (3 A5 (maka dia

terjatuh dalam lubang neraka). Kalimat tersebut merupakan
kiasan terjerumusnya seseorang dalam perbuatan maksiat
yang menghantarkan masuk neraka jika dia merealisasikan
ancamannya. Hadis ini terdapat larangan melakukan sesuatu
menggiring seseorang kepada perbuatan terlarang meskipun
larangan tersebut belum pasti dilakukan. Baik dia dalam
keadaan bersungguh-sungguh ataupun hanya main-main.”

™ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari,
(Lebanon: Dar El-Fikr S.A.L, 1449), 7535.
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Dari penjelasan Hadis Abu Dawud Nomor 5004 dan
Hadis Bukhari Nomor 7072 di atas dapat disimpulkan bahwa
tindak pidana ancaman kekerasan dilarang untuk dilakukan
walaupun itu hanya bercanda. Karena bercanda tetap
menyakiti hati orang lain dan tetap berdosa.

B. Ancaman Kekerasan berdasarkan Hukum Positif

Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti
kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang ada saat ini
sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan
ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di dalam
negara Indonesia. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh
manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan.
Pengertian hukum positif diperluas bukan saja yang sedang
berlaku sekarang melainkan juga hukum yang pernah berlaku di
masa lalu.”” Tindak pidana ancaman kekerasan dalam hukum
positif terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
undang-undang yang lain adalah sebagai berikut:

1. Ancaman Kekerasan berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP)
Tindak pidana Ancaman kekerasan di Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana terdapat di pasal 335, 336, 368, dan
369 diantaranya berbunyi sebagai berikut:

™ Daeng Naja, Woeker Ordonantie Riba dalam Hukum Positif,
(Sidoarjo: Uwais, 2019), 45.
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a. Pasal 335

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah:

a) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa
orang lain supaya melakukan, tidak melakukan
atau membiarkan sesuatu dengan memakai
kekerasan sesuatu perbuatan lain  maupun
perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap
orang itu sendiri maupun orang lain.

b) Barangsiapa memaksa orang lain supaya yang
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan
sesuatu dengan ancaman pencemaran atau
pencemaran tertulis.

2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2
kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang
terkena.”

Berdasarkan bunyi pasal 335 dapat disimpulkan
pertama, adanya unsur pemaksaan atau paksaan, paksaan
yang dimaksud adalah paksaan fisik maupun psikis.
Kedua, adanya unsur menggunakan yang artinya
menggunakan cara-cara baik kekerasan atau perbuatan lain
termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan
pidana dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum

® Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2021), 122.
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Pidana merupakan memaksa orang lain supaya
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.’’

b. Pasal 336

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan barangsiapa mengancam dengan
kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-
terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu
kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi
keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau
perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan
dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa dengan
penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan
dengan syarat tertentu maka dikenakan pidana penjara
paling lama lima tahun.”

Unsur objektif ancaman kekerasan:

(1) Mengancam dengan kekerasan.

(2) Di muka umum atau terang-terangan.

(3) Dengan tenaga bersama.

(4) Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan
bahaya umum bagi keamanan orang atau barang
atau dengan perkosaan atau dengan perbuatan
yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan

" Boris Tampubolon, Panduan Memahami (Masalah) Hukum di
Masyarakat Agar Tidak menjadi Korban, (Jakarta: Kencana, 2019), 34.
® Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 122.
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suatu  kejahatan terhadap nyawa dengan
penganiayaan berat atau pembakaran.
Unsur subjektif adalah mengancam dengan kekerasan,
ancaman menjadi sebuah delik karena termasuk
kejahatan terhadap kemerdekaan individu.”

c. Pasal 368.

1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu
atau orang lain supaya atau supaya membuat utang
maupun menghapuskan piutang diancam karena
pemerasan dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan.

2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat
berlaku bagi kejahatan ini.*

Unsur Objektif ancaman kekerasan:

Memaksa orang lain.

(1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

(2) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu
barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain.)

(3) Supaya memberi hutang.

™ Jur Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam
KUHP (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 43.
8 Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 175.
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(4) Untuk menghapus piutang.

Unsur subjektif adalah untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain.** Ancaman kekerasan dalam
pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak
harus diucapkan secara berhadapan, tetapi mungkin
dilakukan melalui surat, telepon, atau pesan lewat
pihak lain.*

d. Pasal 369
1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan
maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka
rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang itu barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau
supaya membuat utang atau menghapuskan piutang,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat

tahun.

8 Ciek Julyati Hisyam, Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 147.

8 Sijti Rahmadani Hutasuhut, Analisis Yuridis Tindak Pidana Ancaman
Kekerasan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Universitas
Sumatera Utara, (Sumatera Utara, 2019),
https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15740
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2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan
orang yang terkena kejahatan.®
Unsur objektif yaitu memaksa orang dengan ancaman:
I. Menista.
Il. Menista dengan surat.
I1l.  Membuka rahasia.
Agar Orang itu:

1) Memberikan kepadanya sesuatu  barang

miliknya atau milik orang lain.

2) Membuat utang.

3) Menghapuskan hutang.

Unsur subjektif adalah untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain melawan hukum. Adanya unsur
memaksa orang lain dengan kekerasan agar menyerahkan
sesuatu barang. Penyerahan barang terjadi karena adanya
kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik
barang tidak berdaya kecuali menuruti kehendak pelaku
dan menyerahkannya, apabila seseorang tidak mau
menyerahkan barang yang diminta maka dia akan
mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan
dirinya atau nyawanya.*

Dari penjelasan di atas adalah beberapa pasal yang
mengandung unsur tindak pidana ancaman kekerasan yang
ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal
tersebut menjelaskan tindak pidana ancaman kekerasan

8 Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 175.
8 |smu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum
Pidana, ( Jakarta: Kencana, 2014), 136-137.
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yang bagaimana dapat dihukum dan mendapat hukuman
berapa jika melakukan tindakan ancaman kekerasan.

2. Ancaman Kekerasan berdasarkan Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang tentang Informasi dan  Transaksi
Elektronik (UU ITE) merupakan ketentuan atau peraturan yang
berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum
yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan ini berlaku di
wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang
memiliki akibat hukum dan dapat merugikan kepentingan
Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang
informasi, transaksi elektronik, dan teknologi. Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur dan
mengelola segala kegiatan penggunaan informasi dan transaksi
elektronik yang terjadi di media sosial atau dunia maya dan media
elektronik misalnya komputer, handphone, dan media elektronik
lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian
direvisi atau diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.® Tindak pidana
ancaman kekerasan di Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik terdapat di pasal 29 yang mengatur bahwa:

% Norita Lumatihunisa dkk, Generasi Cerdas dan Bijak Bermedia
Sosial, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), 70.
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Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi.?®

Untuk itu ada perbedaan ancaman kekerasan di pasal 29 di
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Ancaman Kekerasan berdasarkan Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor
11 Tahun 2008

Sejarah Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik berawal dari tahun 2001 yaitu sejak pemerintahan
melakukan studi komprehensif terhadap naskah Rancangan
Undang-Undang Cyber Law di Departemen Perhubungan
yakni Rancangan Undang-Undang dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Desperindag) serta Rancangan Undang-Undang tentang
Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Pada tahun
2003 oleh presiden diselaraskan menjadi Rancangan Undang-
Undang dan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) ditugaskan sebagai koordinator penyelaras kedua
Rancangan Undang-Undang tentang cyber law dan
Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Dimulai 29 Juni 2007 sampai 31 Januari Tahun

% Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, 4.
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2008 diadakan 23 kali rapat dengan pendapat dan terakhir
rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik
Indonesia tanggal 25 Maret Tahun 2008, 10 fraksi
menyatakan sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan
menjadi undang-undang.®’

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia
pada Nomor 58 tanggal 21 April Tahun 2008. Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri
atas 13 bab dan 54 pasal. Alasan dan pertimbangan
pembentukan Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yaitu:

a. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang
berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap
berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

b. Globalisasi informasi yang telah menempatkan Indonesia
sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga
mengharuskan  dibentuknya pengaturan  mengenai
pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat
nasional sehingga pembangunan teknologi informasi
dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke

8 Soemarno Partodiharjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2008), 7.
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seluruh  lapisan masyarakat guna mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang
pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan
manusia dalam berbagai bidang sehingga dapat
mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum
baru.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus
terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan
memperkokoh  persatuan dan  kesatuan nasional
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  demi
kepentingan nasional.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam
perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah perlu mendukung teknologi informasi melalui
infrastruktur  hukum dan pengaturannya. Dengan
demikian pemanfaatan teknologi informasi dapat
dilakukan secara aman untuk mencegah
penyalahgunaannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f. Untuk
perlu  membentuk Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar para
pengguna media elektronik terjaga dan terjamin dalam
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melakukan aktivitas di media elektronik.?® Ancaman
kekerasan diatur di pasal 29 yang berbunyi “ Setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi.”®® Untuk hukuman dijelaskan pada pasal 45 ayat 3
yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).”® Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
bahwa tindak pidana ancaman kekerasan terdapat di dalam
pasal 29 dan untuk hukuman terdapat di pasal 45 ayat 3.
Berdasarkan penjelasan pasal 29 jo pasal 45 ayat 3 di
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik bahwa untuk hukuman tindak
pidana ancaman kekerasan di media elektronik terlalu berat
daripada hukuman di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

8 Extrix Mangkepriyanto, Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen,
(Jakarta: Guepedia, 2019), 40.

® Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, 15.

% bid., 21.
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2) Ancaman Kekerasan berdasarkan Undang-Undang

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor
19 Tahun 2016

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik mengalami perubahan sejak pertama kali
diterbitkan pada tanggal 21 April Tahun 2008 yaitu Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian direvisi pada
Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.** Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun
2008 adalah undang-undang pertama di bidang teknologi
informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi
atau pembuat undang-undang yang sangat dibutuhkan dan
telah menjadi pelopor yang meletakkan dasar pengaturan di
bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi
elektronik. Akan tetapi kenyataannya implementasi Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
mengalami beberapa persoalan masalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik telah diajukan beberapa kali uji materiil di
Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan MK Nomor
50/PUU-V1/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor
5/PUU-V11/2010, dan Nomor 20/PUU-X1V/2016.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
50/PUU-V1/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, yaitu

39.

% Extrix Mangkepriyanto, Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen,
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tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik
dalam bidang informasi elektronik dan transaksi
elektronik bukan sebagai tindak pidana umum atau delik
umum namun sebagai delik aduan perubahan delik
dimaksud agar selaras dengan asas kepastian hukum dan
keadilan di masyarakat. Menurut Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  5/PUU-VII/2010, = Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan
penyadapan adalah hal yang sangat sensitif karena disatu
sisi yaitu pembatasan hak asasi manusia, tetapi juga
memiliki  aspek kepentingan hukum. Pengaturan
mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan
diformulasikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah
Konstitusi juga berpendapat bahwa penyadapan adalah
pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
20/PUU-X1V/2016 berpendapat bahwa untuk mencegah
terjadinya perbedaan penafsiran terhadap pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi menegaskan
bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah agar
tercapai penegakan hukum yang baik. Mahkamah
Konstitusi dalam amar putusannya menambahkan kata
atau frasa khususnya terhadap frasa informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik. Agar tidak terjadi salah
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penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit
makna atau arti yang terdapat di dalam pasal 5 Ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yaitu untuk memberikan kepastian
hukum keberadaan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas
kembali dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan ~ mengenai  penggeledahan,  penyitaan,
penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak
pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik
begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah
mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.
Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan
konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama
baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran
berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta
perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan
berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan pengiriman
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
secara  pribadi  dapat  diakses,  didistribusikan,
ditransmisikan, disalin, dan disimpan untuk diseminasi
kembali dari mana saja dan kapan saja. Untuk melindungi
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kepentingan umum dari segala jenis gangguan dari akibat
penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi
elektronik, diperlukan penegasan peran pemerintah dalam
mencegah  penyebarluasan konten ilegal dengan
melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses
dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan
bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat
dalam  penyelenggara  sistem  elektronik  untuk
kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang
teknologi informasi dan transaksi elektronik.

d. Penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus
dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
Untuk itu dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan
data pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara
sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang
berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang
bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.®

Berdasarkan pertimbangan di atas digunakan sebagai
pembentuk undang-undang oleh Pemerintah maupun Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan perubahan

%2 Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, (Jakarta: Bhuana llmu Populer, 2017), 1-3.
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terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Tindak pidana ancaman
kekerasan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 29 dan
untuk hukumannya diatur dalam pasal 45 ayat 3. Namun
kenyataannya dalam hukuman yang terdapat di pasal 45 ayat
3 memberikan hukuman terlalu berat daripada hukuman yang
terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tidak
menjelaskan tentang perbuatan ancaman kekerasan yang
bagaimana yang dapat dihukum. Untuk itu pasal 29 juncto 45
ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 direvisi menjadi pasal 29
juncto 45 huruf B Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Namun setelah direvisi masih
belum dijelaskan di pasal 29 tindak pidana ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang bagaimana dapat
dihukum dan untuk hukuman di Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 di pasal 45 Huruf B sudah dikurangi menjadi
hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 750.00.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).
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3) Perbedaan Ancaman Kekerasan di Pasal 29 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun
2008 dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik Tahun 2016

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang mengatur tentang informasi dan transaksi

elektronik atau perbuatan yang dilarang. Ada beberapa aturan

di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik adalah sebagai berikut:

a. Konten ilegal seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan
atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan
pemerasan.

Akses ilegal.

Intersepsi ilegal.

Gangguan terhadap data.

Gangguan terhadap sistem.

Penyalahgunaan alat dan perangkat.

Semua kegiatan informasi dan transaksi elektronik di
lindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi
menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik.* Adanya
revisi atau perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik hanya merubah beberapa pasal saja.
Untuk itu terdapat tujuh muatan materi pokok revisi Undang-

-~ ® O O O

% Mesias Jusly Penus Segala dkk, Hukum dan Cyber Crime, (Makasar:
Yayasan Kita Menulis , 2021), 44-45.
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Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
diantaranya adalah sebagai berikut:

a.

Menambahkan beberapa penjelasan untuk menghindari
multitafsir ~ tentang  ketentuan  penghinaan  atau
pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3 yaitu
menambahkan  penjelasan atas  beberapa istilah
mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik. Untuk deliknya adalah
delik aduan bukan delik umum.

Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari
paling lama enam tahun menjadi empat tahun dan denda
dari Rp.1 milyar menjadi Rp.750 juta. Untuk pidana
ancaman kekerasan di pasal 29 yang tadinya paling lama
dua belas tahun menjadi empat tahun dan denda Rp. 2
Milyar menjadi Rp. 750 Juta.

Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal
31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata
cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan
pemerintah  menjadi  undang-undang.  Selanjutnya
menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1
dan ayat 2 mengenai ketentuan informasi elektronik dan
/atau dokumen elektronik sebagai alat hukum yang sah.
Melakukan sinkronisasi tentang ketentuan hukum acara
pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum
acara pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
yaitu penggeledahan atau penyitaan yang semula harus
mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri.
Kemudian disesuaikan dengan ketentuan Kitab Undang-
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Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk
penangkapan dan penahanan yang semula harus meminta
penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 1x24
jam dengan disesuaikan pada ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil di
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik pada pasal 43 ayat 5 yaitu menambahkan
kewenangan untuk memutuskan akses terkait tindak
pidana teknologi informasi dan kewenangan meminta
informasi dari penyelenggaraan sistem elektronik terkait
tindak pidana teknologi informasi.

Menambahkan tentang ketentuan right to be forgotten di
dalam pasal 26 adalah kewajiban menghapus konten yang
tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik.
Untuk pelaksanaanya dilakukan atas permintaan orang
yang bersangkutan berdasarkan ketentuan penetapan
pengadilan dan penyelenggara sistem elektronik wajib
menyediakan  mekanisme  penghapusan  informasi
elektronik yang tidak relevan.

Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah
penyebarluasan konten negatif di internet yaitu
menyisipkan kewenangan tambahan pada pasal 40 yang
menjelaskan pemerintah wajib melakukan pencegahan
penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki
muatan yang dilarang. Pemerintah berwenang melakukan
pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada
penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan
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pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang
bermuatan melanggar hukum.®*

Untuk pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 berbunyi bahwa
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi.” Untuk tindak pidana ancaman kekerasan
hukuman atau pidana terdapat di pasal 45 ayat 3 yang
berbunyi bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling banyak 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).”® Sedangkan di pasal 29 Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi bahwa:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang
berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi”. Untuk ancaman hukuman atau
pidana dijelaskan pasal 45 B berbunyi bahwa: “Setiap orang
yang dengan sengaja dan tanpa hak hak mengirimkan
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi

% Sahrul Mauludi, Socrates Cafe: Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar
Dunia & Masyarakat Digital Media Sosial, UU ITE, hingga Cyber Crime,
(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 135-137.

% Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, 29 & 22.
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ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi sebagaimana dimaksud pasal 29 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah)”.%

Adanya perbedaan antara pasal 29 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 19

Tah

un 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.29

No.

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2008

Undang-
Undang Nomor
19 Tahun 2016

Keterangan

Pasal 29 berbunyi
setiap orang
dengan  sengaja
dan tanpa hak
mengirimkan
informasi
elektronik
dan/atau dokumen
elektronik  yang
berisi  ancaman
kekerasan
menakut-nakuti
yang  ditujukan
secara pribadi.

atau

29
setiap
dengan
dan
hak

Pasal
berbunyi
orang
sengaja
tanpa
mengirimkan
informasi
elektronik
dan/atau
dokumen
elektronik yang
berisi ancaman
kekerasan atau

menakut-nakuti

Pasal 29
Undang-Undang

Nomor 11 Tahun
2008 isinya sama
dengan pasal 29
Undang-Undang

Nomor 19 Tahun
2016.

deng

% Oksidelfa Yanto, Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan
an Teknologi Informasi, 97.
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yang ditujukan
secara pribadi.

Ancaman Ancaman Di Undang-
hukuman atau | hukuman atau | Undang tentang
pidana di pasal 45 | pidana di pasal | Informasi  dan
ayat 3 45 huruf B Transaksi
Elektronik
Nomor 19 tahun
2016. Pasal 45
diperinci  atau
diperjelas
dengan
tambahan  ayat
dan beberapa
pasal.
Isi pasal 45 ayat 3 | Isi pasal 45 | Untuk pasal 45
Setiap orang yang | Huruf B setiap | ayat 3 Undang-
memenuhi unsur | orang  dengan | Undang
sebagaimana sengaja dan | Informasi  dan
dalam pasal 29. tanpa hak | Transaksi
mengirimkan Elektronik
informasi Tahun 2008
elektronik tertulis langsung
dan/atau pasal 29,
dokumen sedangkan pasal

elektronik yang
berisi ancaman

45 huruf B
Undang-Undang
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kekerasan atau | tentang
menakut-nakuti | Informasi  dan
yang ditujukan | Transaksi
secara pribadi. | Elektronik
Sebagaimana tertulis
yang dimaksud | menjelaskan
pasal 29. pasal 29.
Ancaman Ancaman Untuk Ancaman
hukuman atau | hukuman atau | Hukuman di
pidana  penjara | pidana  paling | pasal 29 vyang
paling lama 12 | lama 4 (empat) | sebelumnya
(dua belas) tahun | tahun dan/atau | paling lama 12
dan/atau  denda | denda paling | tahun dan denda
paling banyak Rp. | banyak Rp. | paling  banyak
2.000.000.000,00 | 750.000.000,00 | Rp
(dua miliar | (tujuh ratus lima | 2.000.000.000,0
rupiah). puluh juta | 0 di revisi
rupiah). menjadi 4 tahun
dan denda paling
banyak Rp
750.000.000,00
Pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sudah direvisi
menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 namun masih
mengandung multitafsir yang tidak jelasnya yaitu konsep tentang
“menakut-nakuti” dalam peraturan perundang-undangan tersebut
sehingga membuatnya rentan disalahgunakan yang dapat
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menimbulkan kesewenang-wenangan, karena para penegak
hukum digunakan sebagai acuan dalam menentukan orang yang
terjerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang layak mendapat hukuman dan pemidanaan di
pengadilan. Para penegak hukum kadang dalam memidana
seseorang tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang
sesuai dilanggar, pasal 29 ini digunakan bagi sebagian masyarakat
dalam rangka balas dendam bahkan menjadi senjata untuk
menjebak lawan politik, sehingga dalam tujuan hukum
pembentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik tidak terlaksana dan tidak terpenuhi dengan baik.

Adapun tujuan hukum adalah kepastian, kemanfaatan,
dan keadilan. Pertama, kepastian hukum tidak terwujud karena
keberadaan pasal-pasal multitafsir yang telah mengakibatkan
munculnya keberagaman putusan hakim. Kedua, kemanfaatan
tidak akan didapat terutama masyarakat yang ketakutan dengan
jeratan hukum Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sehingga memilih untuk tidak berpendapat. Sedangkan
ketiga, keadilan sulit diperoleh karena pasal multitafsir yang
memicu terjadinya tindakan sewenang-wenangan.”” Untuk itu
adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut mampu
memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi
pengguna media elektronik.

%7 Siti Wulandari dkk., Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE
terhadap Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia, Proceeding Of
Conference On Law and Social Studies (Held In Madiun On August 6™ 2021), 7.
Http://Prosiding.Unipma.Ac.ld/Index.Php/Colas
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3. Ancaman Kekerasan di Luar Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Ancaman kekerasan tidak hanya terdapat di Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun juga
terdapat di undang-undang lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme

Pengertian Terorisme terdapat di pasal 1 ayat 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme menjadi Undang-Undang adalah perbuatan yang
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas
yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal
dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap
objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik
atau fasilitas international dengan motif ideologi politik dan
gangguan keamanan.

Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
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Undang, pengertian ancaman kekerasan adalah setiap
perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan,
gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun
tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau
non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap
orang atau masyarakat secara luas atau mengekang
kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.”®

Untuk hukuman tindak pidana ancaman kekerasan di
undang-undang tersebut terdapat di pasal 6 dan pasal 7, di
pasal 6 berbunyi bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang
secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal
dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa
dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan
atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis,
lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas
internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana
penjara seumur hidup, atau pidana mati.”*

Sedangkan di pasal 7 di Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme berbunyi sebagai berikut:

% Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberggntasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, 4.

Ibid., 6.
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Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang
secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat
massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya
nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan
kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang
strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau
fasilitas international, dipidana dengan pidana penjara
paling lama seumur hidup.'®

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme ancaman kekerasan yang
dimaksud adalah ancaman kekerasan yang menimbulkan
suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat
menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau
menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek
vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau
fasilitas international dengan motif ideologi politik dan
gangguan keamanan. Sedangkan untuk hukumannya
terdapat di pasal 6 dan pasal 7.

b. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang terdapat di pasal 1

ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu

100 pergturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 5.
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tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi. Sedangkan pengertian ancaman
kekerasan terdapat di pasal 1 ayat 12 yaitu setiap perbuatan
secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar,
simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa
menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau
mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Untuk hukumannya terdapat di pasal 2 ayat 1
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi
bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
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paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).'®

Ancaman kekerasan berdasarkan Undang-Undang
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan dihukum dengan penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lambat 15 (lima belas ) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.00,00
(enam ratus juta rupiah).

c. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan
Korban
Pengertian saksi menurut Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
terdapat di pasal 1 angka 1, saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan. Sedangkan pengertian korban terdapat di pasal
1 angka 3 di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban

101 yndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang, 2-4.

82



adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu
tindak pidana. Untuk pengertian ancaman terdapat di pasal 1
angka 6 yaitu segala bentuk perbuatan yang menimbulkan
akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi
dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan
pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan
pidana.’®*

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, ancaman kekerasan yang dimaksud
adalah saksi dan korban merasa takut atau dipaksa untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang
berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu
proses peradilan pidana.

d. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak di Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat
di pasal 1 ayat 2 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.'® Untuk

102 yndang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, 2-3.

103 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
3.
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hukuman ancaman kekerasan di Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat di pasal 80
ayat 1, pasal 81 ayat 1 dan pasal 82. Pada pasal 80 ayat 1
berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman,
kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan
terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Untuk pasal
81 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp 300.000.00,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.00.00,00 (enam puluh juta
rupiah).

Sedangkan di pasal 82 berbunyi bahwa setiap orang
yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).’® Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 direvisi menjadi Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

104 1hid., 24.
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hukumannya terdapat di pasal 76 D dan 76 E. Di pasal 76 D
menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Sedangkan di pasal 76 E menjelaskan bahwa setiap orang
dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul.'*

Ancaman kekerasan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pasal
di pasal 80 ayat 1, pasal 81 ayat 1, dan pasal 82. Sedangkan
ancaman kekerasan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
terdapat di pasal 76 D dan 76 E.

e. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga
Pengertian  kekerasan dalam rumah tangga
berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga Yyaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

105 yUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 40.
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melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga.'®® Sedangkan pengertian korban menurut pasal 1
angka 3 undang-undang tersebut adalah orang yang
mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam
lingkup rumah tangga. Untuk hukumannya terdapat di pasal
44 ayat 1, pasal 45 ayat 1, dan pasal 46. Berdasarkan pasal
44 ayat 1 menjelaskan bahwa orang yang melakukan
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah).

Hukuman kekerasan psikis di undang-undang
tersebut terdapat di pasal 45 ayat 1 berbunyi bahwa setiap
orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf
B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta
rupiah). Sedangkan untuk kekerasan seksual hukumannya
dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp
36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).'”’

16 yUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2-3
97 1bid., 20-22
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Ancaman kekerasan berdasarkan Undang-Undang
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam
rumah tangga ada dua yaitu kekerasan fisik dan kekerasan
psikis.

C. Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Penerapan Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik berdampak pada Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI1). Tiga laporan kualitas demokrasi di Indonesia
yaitu pada tahun 2020 oleh The Economist Intelligence Unit
(EIV), tahun 2019 oleh demokrasi Indonesia, dan tahun 2021 oleh
democracy report. Ketiga laporan menunjukkan kalau kualitas
demokrasi di Indonesia telah menunjukkan adanya pengurangan
signifikan yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil,
pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Laporan The Economist
Intelligence Unit (EIU) dan indeks demokrasi Indonesia
menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai
pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.
Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167
negara pada tahun 2020. Sedangkan laporan indeks demokrasi
Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan
berpendapat yang semula 64,29 di tahun 2019 menjadi 6.30 di
tahun 2020. Adapun laporan democracy report pada tahun 2021
menempatkan Indonesia pada urutan 73 dari 179 negara dalam

87



hal kebebasan dalam demokrasi.'® Indikator kebebasan sipil

memiliki tiga poin yaitu:

1. Kebebasan berkumpul dan berserikat.

2. Kebebasan berpendapat.

3. Kebebasan keyakinan.

Untuk kebebasan berkumpul dan berserikat diturunkan
menjadi dua poin yaitu:

1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat
pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan
berserikat.

2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh
masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan
berserikat.

Untuk kebebasan berpendapat diturunkan lagi ada dua poin yaitu:
1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat
pemerintahan yang menghambat kebebasan berpendapat.

2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh
masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Untuk kebebasan keyakinan diturunkan menjadi tiga poin yaitu:

1. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya.

2. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang
membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk
menjalankan ajaran agamanya.

108 \Wasisto Raharjo Jati, Fenomena Kemunduran Demokrasi di
Indonesia 2021, Jurnal Thc Insights, No. 27, 09 Juni 2021, 1.
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3. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu
kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain
terkait dengan ajaran agama.'®

Masyarakat banyak yang takut untuk berpendapat di muka
umum karena banyak para pihak menyalahgunakan Undang-

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk

kepentingannya sendiri. Ancaman kekerasan yang terjadi di

media sosial banyak terjadi mulai dari cyberbullying, menakut-

nakuti, dan ancaman kekerasan seksual atau fisik. Kekerasan yang
terjadi di media sosial sering terjadi pada setiap tahunnya.
Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap

Perempuan (Komnas Perempuan) angka kasus kekerasan berbasis

gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang

telah dilaporkan ke Komnas perempuan yaitu dari 241 kasus pada
tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama

dilaporkan di lembaga pelayanan pada tahun 2019 terdapat 126

kasus naik menjadi 510 kasus pada tahun 2020."° Kekerasan

Berbasis Gender Siber (KBGS) terhadap perempuan pada tahun

2020 sebanyak 940 kasus menjadi sebanyak 1.712 kasus pada

tahun 2021. Laporan KBGS diterima terbanyak dari LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) dan WCC (Women Crisis

Center) sebanyak 170 kasus, diikuti DP3A ( Dinas Pemberdayaan

199 Gun Gun Heryanto, Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media
di Panggung Politik, (Yogyakarta: Ircisod, 2018), 302.

10 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan), Laporan Komnas Perempuan sebagai Bahan Masukan Naskah
Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia 2021, 5.
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dan Perlindungan Anak) sebanyak 22 kasus dan pengadilan
negeri sebanyak 13 kasus.™*

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial yang terjadi
pada anak yaitu perundungan atau ancaman kekerasan, kekerasan
seksual online, pornografi, dan cyber crime. Pada tahun 2021
kasus yang mengenai media elektronik adalah kasus pornografi
dan cyber crime yang berjumlah 345 kasus.*? Sedangkan pada
tahun 2020 mengenai media elektronik tentang kasus pornografi
dan cyber crime yang berjumlah 526 kasus.**®

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak
pidana ancaman kekerasan yang sering terjadi di masyarakat
adalah ancaman kekerasan kebebasan sipil meliputi kebebasan
berpendapat, kebebasan keyakinan, kebebasan berkumpul, dan
berserikat. Sedangkan ancaman kekerasan di media elektronik
sering terjadi terhadap perempuan dan anak, kasus yang sering
terjadi adalah perundungan, ancaman kekerasan, kekerasan
seksual online, pronografi, dan cyber crime.

" Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas

Perempuan), Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan
Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di
Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan
Tahun 2020, 2.

M2k omisi Perlindungan Anak Indonesia, Siaran Pers: Catatan
Pelanggaran Hak Anak Tahun 2022 dan Proyeksi Penyelenggaraan
Perlindungan Anak Tahun 2022, 4.

' Dwi Hadya Jayani, “Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia
Maya (per 31 agustus 2020),”
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-
pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya diakses 9 April
2022.
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D. Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak

Pidana Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Tina Asmarawati mengutip Van Hamel, pengertian
pidana adalah suatu penderitaan yang mempunyai sifat khusus,
yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab
dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar yakni
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum
yang harus ditegakkan oleh negara. Sedangkan pemidanaan atau
penghukuman adalah menetapkan hukum atau memutuskan
tentang hukumannya (berechten). Pemidanaan atau pemberian
atau penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim. Penghukuman
sendiri mempunyai makna sama dengan sentence atau
veroordeling."* Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar
pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana ada tiga
yaitu:

1. Teori Absolut merupakan tujuan pemidanaan yang terletak
pada hukum itu sendiri. Barangsiapa yang melakukan suatu
perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman.

2. Teori Relatif merupakan tujuan pemidanaan untuk mencegah
terjadinya kejahatan, menakut-nakuti sehingga orang lain
tidak berani melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang
melakukan tindak pidana, memberikan perlindungan kepada
masyarakat terhadap kejahatan.

14 Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di
Indonesia (Hukum Penitensier), ( Yogyakarta: Deepublish, 2015), 108.
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3. Teori Gabungan merupakan kombinasi antara teori absolut
dan teori relatif yang tujuan pemidanaan yaitu orang yang
melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukannya lagi."*®

Dengan berkembangnya media sosial dan interaksi para
pengguna di dalamnya, sehingga terjadi banyak kasus kekerasan
dan ancaman kekerasan. Media internet yang memiliki berbagai
bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya melalui
email, blog, web, instagram, twitter, dan facebook. Media sosial
dapat digunakan sebagai sarana kejahatan yang berupa
pengancaman, Kejahatan ini dapat terjadi karena identitas para
pengguna internet sangat sulit untuk diidentifikasi karena
pengguna media sosial rentan untuk memanipulasi identitasnya
demi kepentingan masing-masing."*® Perbuatan melawan hukum

di dunia maya adalah fenomena yang sangat mengkhawatirkan

karena dapat melakukan tindakan hacking, carding, penipuan,

ancaman kekerasan, dan penyebaran informasi deduktif yang
telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia
maya. Untuk menjamin  kepastian hukum  pemerintah
berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas
terkait dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi.**" Untuk
itu pemerintah membuat aturan tentang Undang-Undang tentang

115 Oheo Kaimuddin Haris, Tindak Pidana di Bidang Pertambangan,
(Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 228.

118 Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,
(Bogor: Guepedia, 2019), 188.

17 Desi Ratna Sari dkk, Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan
dengan Cara Menakut-Nakuti melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor:
1210/P1D.Sus/2018/PN.Mdn). Jurnal Hukum Vol: 09 No.3, Desember 2020,
231.
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Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi dari
kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Untuk penjatuhan pidana atau pemidanaan untuk tindak
pidana ancaman kekerasan di media sosial berdasarkan hukum
positif terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal
335, 336, 368, 369 dan pasal 29 jo. Pasal 45 B Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan
untuk hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat di pasal
45 B dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah).™® Pasal 29 ini termasuk delik umum
bukan delik aduan. Hukuman untuk ancaman kekerasan di Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana terdapat di pasal 335, 336, 368,
dan 369. Sedangkan di dalam hukum Islam untuk hukuman
ancaman kekerasan di media sosial mendapat hukuman ta zir
karena hukuman atau sanksi tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an
maupun Hadis. Untuk hukuman perbuatan ancaman kekerasan
dalam Hukum Pidana Islam diserahkan kepada ulil amri atau
pihak penguasa dalam hal ini adalah hakim untuk menentukan
berat atau ringannya suatu hukuman berdasarkan jenis perbuatan

118 Oksidelfa Yanto, Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan
dengan Teknologi Informasi, 96-97.
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dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ancaman kekerasan
yang dilakukannya.*®

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pidana dan
pemidanaan tindak pidana ancaman kekerasan di hukum positif
mendapat hukuman di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 29 jo pasal 45 B
dan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 335, 336, 368
dan 369. Sedangkan di hukum pidana Islam tindak pidana
ancaman kekerasan mendapat hukuman ta zir yang disesuaikan
perbuatannya dan akibatnya.

118 Apdillah Zulfan, Tindak Pidana Cyberbullying dalam Tinjauan
Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, Skripsi UIN Sumatera Utara, (Medan,
2020), 50.
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BAB IV
Analisis Ancaman Kekerasan di Media Sosial menurut

Hukum Islam dan Hukum Positif

A. Analisis Hukum Islam Ancaman Kekerasan di Media
Sosial
Analisis hukum merupakan suatu kegiatan penelaahan
dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan
hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi didasarkan pada
isu atau masalah hukum vyang diajukan untuk dicari
pemecahannya atau penyelesaiannya dari segi hukumnya. Bahan-
bahan hukum berfungsi sebagai patokan dan dasar yang
digunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, kemudian
akan dapat ditemukan hukumnya dari pertanyaan hukum yang
diajukan.'®
Analisis hukum tindak pidana ancaman kekerasan dalam
Hukum Pidana Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman
Bermuamalah melalui Media Sosial dijelaskan di bawah ini:

1. Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam
Hukum Pidana Islam

Tindak pidana ancaman kekerasan atau 45,

el elydgdl dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai

120\, Syamsudin, Mahir Menulis Legal Memorandum: Edisi Reuvisi,
(Jakarta: Kencana, 2007) , 47.
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perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan
hukuman hudud dan ¢« zir.*** Pengertian hukum syara’ secara
bahasa adalah ketentuan, norma, peraturan hukum Islam, dan
bagian dari syariah. Secara istilah hukum syara’ adalah
khitab (kalam, firman, dan sabda) pencipta syariat yang
berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang
mengandung suatu tuntutan atau pilihan atau yang
menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang
bagi adanya sesuatu yang lain.'?? Pengertian jarimah tahdid
bileunf atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan atau
tindakan menakut-nakuti seseorang agar mau melakukan apa
yang diinginkan, namun apabila orang tersebut tidak
melakukan apa yang diinginkan dari orang yang mengancam
maka akan mendapatkan suatu tindakan kekerasan.
Unsur-unsur dalam tindak pidana di Hukum Pidana

Islam harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Terpenuhi unsur formil (rukun syar’i) yaitu adanya nas
(ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam
dengan hukuman.

b. Terpenuhinya unsur materil (rukun madi) yaitu adanya
perbuatan pidana. Baik berupa perbuatan nyata (positif)
maupun tidak berbuat (negatif).

¢. Terpenuhinya unsur moril (rukun adabi) yaitu pelaku
tindak pidana harus cakap hukum atau orang mukallaf.

121 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group,
2019), 1.

22 1mron Rosyadi & Muhammad Muinudinillah Basri, Usul Fikih:
Hukum Ekonomi Syariah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020),
30.
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Pengertian mukallaf adalah orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban  atas tindak pidana  yang
diperbuatannya.'?®
Berdasarkan penjelasan di atas mengenai unsur-unsur
tindak pidana dalam hukum pidana Islam secara umum, untuk
itu tindak pidana ancaman kekerasan memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut:
a. Unsur Formil (Rukun Syar i)
Meskipun di Al-qur’an ataupun Hadis tidak menjelaskan
secara rinci sanksi ancaman kekerasan namun perbuatan
tersebut telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
b. Unsur Materil (Rukun Madi)
Perbuatan ancaman kekerasan dilakukan sengaja dengan
cara mengintimidasi korban dengan menggunakan media
sosial sebagai alat untuk melakukan ancaman kekerasan.
¢.  Unsur Moril (Rukun Adabi)
Jika dilihat dari pelaku ancaman kekerasan, pelaku dapat
menggunakan media sosial yang artinya pelaku adalah
orang yang cakap hukum atau mukallaf yang dapat
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di
media sosial.

Tindak pidana ancaman kekerasan yang dapat dihukum
dan tidak dapat dihukum adalah sebagai berikut:

122 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islamy Mugaranan
Bilganunil Wad’iy Vol.1, terj. Tim Tsalisah, 128-130.
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a.

Apabila seorang mengancam dengan perkataan saja maka
tidak dihukum, namun apabila perkataan benar dilakukan
maka akan mendapatkan hukuman gishas dan diyat."**
contohnya mengancam akan membunuh.
Apabila ancaman berupa berkata saja dan dilakukan
besok, namun besok tidak dilakukan maka tidak bisa
dihukum.
Ancaman yang memang sudah menjadi haknya tidak bisa
dihukum contohnya polisi akan mengancam menghukum
terpidana. Maka polisi tidak mendapat hukuman atas
ancamannya.'?

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah ta’zir adalah

tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta zir yaitu
hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-qur’an dan Hadis
yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama
manusia, yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada
terpidana dan mencegah agar tidak mengulangi kejahatan

yang sama.

Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk-bentuk hukuman

ta ’zir adalah sebagai berikut:

- o a0 oW

Hukuman mati.
Hukuman jilid.
Hukuman penjara.
Hukuman pengasingan.
Hukuman salib.
Hukuman pengucilan.

124 Naili Anafah, Hukum Pidana Islam Kerajaan Demak Abad 15, 115.
125 7akariya bin Muhammad Al-Anshari, Thufatuh Thullab Vol.1, 272
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g. Hukuman celaan.

h. Hukuman ancaman.

i. Hukuman tasyhir

j. Hukuman denda.*®®

Ciri-ciri jarimah ta zir adalah sebagai berikut:

a. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus seperti
jarimah hudud, gishash, dan diyat. Untuk itu jarimah
ta’zir tidak memerlukan ketentuan khusus karena nas
hukumnya tidak ada, tidak samar atau tidak
diperdebatkan.

b. Untuk bentuk perbuatannya dapat merugikan orang lain.

¢. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.

d. Jenis sanksinya bervariasi.'”’

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dapat
dijatuhi hukuman dan termasuk kategori jarimah ta’zir,
karena dalam Islam tidak menjelaskan secara rinci sanksi bagi
pelaku perbuatan ancaman kekerasan di dalam Al-Qur’an dan
Hadis. untuk itu sanksi perbuatan ancaman kekerasan dalam
Islam diserahkan kepada ulil amri atau penguasa dalam hal
ini adalah Hakim untuk menentukan berat ringannya suatu
hukuman berdasarkan jenis perbuatan dan akibat yang
ditimbulkan oleh perbuatan ancaman kekerasan.

126 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islamy Mugaranan
Bilganunil Wad'’iy Vol.3, terj. Tim Tsalisah, (Jakarta: PT. Kharisma lImu, 2008),
25.

127 |slamul Hag, Figh Jinayah, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara
Press, 2020), 125.
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2. Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan
berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman
Bermuamalah melalui Media Sosial

Banyak pihak yang menjadikan media sosial berisi
hoax, fitnah, ghibah, namimah, bullying atau ancaman
kekerasan, ujaran kebencian, dan kejelekan seseorang.
Masalah tersebut muncul karena kurang pahamnya
masyarakat dalam bermuamalah di media sosial. Untuk itu
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor
24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah
melalui Media Sosial. Bermuamalah merupakan interaksi
antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan
antar manusia (hablum minannas) yang meliputi pembuatan
(produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi),
penggunaan informasi dan komunikasi."® Sedangkan
pengertian bullying atau perundungan adalah penggunaan
kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan
atau mengintimidasi orang lain."** Setiap muslim yang
bermuamalah melalui media sosial diharamkan atau dilarang
untuk:

a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran
permusuhan.

128 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, 11.

12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),1231.
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b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan
atas dasar suku, agama, ras, antar golongan.

c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun
dengan tujuan baik contohnya info tentang kematian
orang yang masih hidup.

d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala
hal yang terlarang secara syari.

e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai
tempat dan/atau waktunya.

Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat
diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah,
namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain
sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak
umum  hukumnya haram.  Memproduksi  dan/atau
menyebarkan konten/informasi yang bertujuan  untuk
membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar,
membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses,
dengan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu
khalayak umum hukumnya haram. Aktivitas buzzer di media
sosial yang berupa penyedian informasi berisi hoax, ghibah,
fitnah, namimabh, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis
sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi
maupun non ekonomi hukumnya haram. Dalam bermuamalah
melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar
ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.™®

%0 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, 12-13.
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B. Analisis Qanun Anti Cyber Crime Law tentang Ancaman
Kekerasan di Media Sosial

Pertumbuhan  media sosial telah  mengakibatkan
peningkatan kejahatan online atau kejahtan dunia maya seeperti
pemerasan, penggelapan, pencemaran nama baik, peretasan akun,
dll. banyak pengguna media sosial melakukan apa yang disebut
"kejahatan dunia maya" tanpa mengetahui bahwa mereka
melakukan kejahatan atau bahwa mereka dapat dipenjara atau
didenda atas tindakan mereka. Di sisi lain, beberapa pengguna
media sosial tahu bahwa apa yang mereka lakukan merupakan
penggunaan media sosial secara ilegal dan berpikir bahwa pihak
berwenang tidak dapat atau tidak akan melacak mereka. Ada
banyak laporan penangkapan dan penuntutan pengguna media
sosial (termasuk banyak selebriti media sosial) untuk kejahatan
dunia maya yang melibatkan penggunaan media sosial.

Oleh karena itu, penting untuk memahami kejahatan dunia
maya Yyang paling sering membuat pengguna media sosial
bermasalah dan bagaimana korban dan pihak berwenang dapat
mengambil tindakan dalam menanggapi kejahatan dunia maya
tersebut Kketika terjadi. Kejahatan dunia maya secara sederhana
dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan
menggunakan komputer atau internet. Banyak tindakan yang
dapat dianggap sebagai kejahatan dunia maya, termasuk
mendapatkan akses tidak sah melalui internet ke informasi atau
data kartu kredit orang lain, mendukung organisasi teroris, atau
mencemarkan nama baik seseorang.'*

B! Saeed Algahtani, https://www.tamimi.com/law-update-articles/cyber-

crimes-committed-by-social-media-users-in-saudi-arabia/ diakses 10 Juli 2022
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Pengguna internet telah berkembang pesat di Arab Saudi
pada tahun 2001 jumlah pengguna internet diperkirakan 1,03 juta
meningkat menjadi 4,95 juta di tahun 2006, 13,67 juta di tahun
2011, dan 20,81 juta pada tahun 2016. Dengan meningkatnya
para pengguna internet di arab saudi, sehingga Arab saudi
menghadapi jumlah serangan siber tertinggi dikawasan Arab
diikuti oleh UEA. Untuk itu dibuatlah Undang-Undang atau
Qanun Kejahatan Anti-Siber di arab Saudi dalam menghadapi
kejahatan cyber.** Saudi Anti-Cyber Crime Law bertujuan untuk
mengamankan pertukaran data yang aman, melindungi hak-hak
pengguna komputer dan internet, dan untuk melindungi
kepentingan dan moral publik serta privasi orang kejahatan dunia
maya dan hukuman yang terkait dengannya. Untuk ancaman
kekerasan terdapat di Pasal 3 ayat 2 di ganun anti cyber crime
law yang berbunyi yaitu Akses yang tidak sah ke komputer
dengan maksud untuk mengancam atau memeras siapapun untuk
memaksanya melakukan atau menahan diri dari melakukan suatu
tindakan, baik yang halal maupun yang melanggar hukum.**

Dijelaskan dari pasal 3 ayat 2 yaitu melarang siapapun
mengakses komputer secara tidak sah dengan maksud memeras
atau mengancam siapapun untuk menahan diri atau mengambil
apapun.”®* Contohnya Mendapatkan Akses Ilegal ke Komputer
untuk mengancam atau memeras orang alami atau hukum untuk
memaksanya melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

132 Alshammari, T. S., & Singh, H. P, Preparedness of Saudi Arabia to
Defend Against Cyber Crimes: An Assessment with
Reference to Anti-Cyber Crime Law and GCI Index. Archives of Business
Research, 6(12) 2008, 132.

133 Anti Cyber Cyber Crime Law, 8 Rabi’ul awal, 1428 / 26 Maret 2007,
2.

134 Dr. Hussain Agil, Copyright and Internet Laws in Saudi Arabia the
Need of Improvement, Jurnal Elektronik Multidisiplin Komprehensif Edisi
Kelima Belas 2019,13.
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Ada laporan orang yang diancam atau diperas oleh seseorang
melalui Twitter atau WhatsApp setelah pelaku mendapatkan
akses tidak sah ke komputer korban. Untuk hukuman ancaman
kekerasan terdapat di pasal 3 yang berbunyi bahwa setiap orang
yang melakukan salah satu dari kejahatan dunia maya berikut ini
akan dihukum penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu
tahun dan atau denda tidak lebih dari SAR 500.000 (lima ratus
ribu riyal).

Kejahatan dunia maya bisa terjadi dilakukan terhadap
orang perseorangan atau kelompok orang dengan motif pidana
dengan sengaja menyebabkan kerugian fisik atau mental, merusak
reputasi korban secara langsung atau tidak langsung.*®* Untuk itu
bagi para pengguna media sosial harus berhati-hati saat
menggunakan media sosial dan harus selalu memperhatikan hak
dan kewajiban mereka di bawah ganun anti cyber crime law.

. Analisis Hukum Positif Ancaman Kekerasan di Media
Sosial

Analisis hukum dari hukum positif adalah penelaahan dan
bahan-bahan hukum yang berasal dari hukum positif baik dari
aturan maupun undang-undang meliputi: Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, undang-undang, dan lain-lain. Untuk analisis
hukum tindak pidana ancaman kekerasan terdapat di Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lainnya
dijelaskan di bawah ini:

135 Alshammari, T. S., & Singh, H. P. Preparedness of Saudi Arabia to
Defend Against Cyber Crimes: An Assessment with Reference to Anti-Cyber
Crime Law and GCI Index. Archives of Business Research, 6(12), 1.
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1. Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan di
Media Sosial berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial di
atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
mengatur ancaman kekerasan di media sosial terdapat di pasal
335, 336 368, dan 369 adalah sebagai berikut:

Pasal 335 berbunyi sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang
lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan,
sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak
menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri
maupun orang lain.

2) Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan,
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan
ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

b. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2,
kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang
terkena.

Unsur-unsur yang terdapat di pasal 335 adalah sebagai

berikut:

a. Barangsiapa.

Barangsiapa mengacu kepada orang yang melakukan

(yang dapat bertanggung jawab secara hukum).

b. Secara melawan hukum.
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Berarti melawan hak, atau ada unsur sengaja atau niat

untuk melakukannya.

c. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan
atau membiarkan sesuatu.

Memaksa artinya menyuruh  melakukan  sesuatu

sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu

berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
d. Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain,
ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan.

Paksaan dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu

perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak

menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman
perbuatan lain, atau ancaman perbuatan tidak
menyenangkan.

e. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Pasal 335 ayat 2 mempunyai unsur yang sama dengan
pasal 335 ayat 1, untuk membedakannya di dalam pasal 335
ayat 2 terdapat unsur tambahan adalah pencemaran melalui
lisan maupun tulisan. Dapat disimpulkan dari pasal 335
mempunyai unsur yang pertama adanya unsur pemaksaan
atau paksaan yaitu baik paksaan fisik maupun psikis. Yang
kedua unsur menggunakan yang artinya menggunakan cara-
cara kekerasan atau perbuatan lain, termasuk perbuatan yang
tidak menyenangkan.’®® Pasal 335 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana termasuk delik aduan.

Pasal 336 berbunyi sebagai berikut:
a. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan, barangsiapa mengancam dengan

1% Boris Tampubolon, Panduan Memahami (Masalah) Hukum di
Masyarakat Agar Tidak menjadi Korban, (Jakarta: Kencana, 2021), 33-34.
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kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-
terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan
yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang
atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang
melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu
kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat
atau dengan pembakaran.

b. Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan
syarat tertentu, maka dikenakan pidana paling lama lima
tahun.

Pasal ini mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana secara limitatif yaitu mengancam dengan
kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan
bersama-sama kepada orang atau barang, dengan sesuatu
kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum
bagi orang atau barang, perbuatan dilakukan dengan
memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan,
suatu kejahatan terhadap jiwa orang, penganiayaan berat atau
pembakaran. Untuk ancaman pidananya adalah dua tahun
delapan bulan dan dapat diperberat menjadi lima tahun
penjara, jika ancaman dilakukan secara tertulis atau dengan
perjanjian tertentu.*®’ Pasal 336 termasuk delik biasa

Pasal 368 berbunyi sebagai berikut:

a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa
seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

18 Muchamad lksan, Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi
Perkara Pidana, Jurnal Hukum, Vol.14, No. 1 Maret 2011, 113-114.
Https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.ld/Bitstream/Handle/11617/4187/5.Pdf;Sequenc
e=1
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memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau
supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan.
b. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat
berlaku bagi kejahatan ini.
Unsur-unsur yang terdapat di pasal 368 adalah sebagai
berikut:
Memaksa orang lain.
Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang
lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hak.
Memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman
kekerasan.

Pasal 369 berbunyi sebagai berikut:
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau
dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang
supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya
membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang
yang terkena kejahatan.

Di dalam pasal 368 dan pasal 369 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana  merupakan sama-sama tindak pidana
pemerasan, terdapat perbedaannya terletak pada cara-cara
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yang digunakan dalam menentukan tindak pidananya. tindak
pidana dalam pasal 368 adalah pemerasan menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan tindak pidana
yang terdapat di pasal 369 adalah pengancaman
menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tulisan.**®
Pasal 369 ayat 1 yang berbunyi dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara
melawan hukum. Perbuatan memaksa yang dimaksud hampir
sama dengan perbuatan memaksa dengan ancaman
dibandingkan dengan memperolehnya sesuatu barang dengan
kekerasan. Perbedaannya cara memperoleh suatu barang
terletak pada alat yang dipakai memaksa. Jika pengancaman
menggunakan ancaman menista, menista dengan surat dan
membuka rahasia, sedangkan dalam pasal 368 menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 369 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana termasuk delik aduan yaitu perbuatan
itu dapat dituntut atas pengaduan oleh orang yang terkena
kejahatan. Sedangkan dalam pasal 368 ayat 2 tentang
pemerasan kejahatan biasa yang tidak perlu adanya
pengaduan. Untuk itu pasal 368 ayat 2 dalam melakukan
penangkapan dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh
orang yang terkena kejahatan.'*

Hukuman bagi tindak pidana ancaman kekerasan di
media sosial berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana untuk kejahatannya dapat dihukum sesuai pidana yang
dilanggarnya.

138 Ciek Julyati Hisyam, Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis,
147- 150.

1% |smu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum
Pidana: Edisi Pertama, 138.
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2. Analisis Ancaman Kekerasan di Media Sosial
berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ancaman kekerasan di Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat di pasal 29
Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi”.**® Tindakan yang dilarang di pasal 29 vyaitu
mengganggu seseorang yang diancam dan di takut-takuti,
bukan hanya secara psikis tetapi juga secara fisik. Untuk itu
pasal ini dibuat sebagai tindakan preventif terhadap perlakuan
fisik yang mungkin akan terjadi. Tujuan dari ancaman
kekerasan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan
mungkin hanya bentuk kekesalan, tetapi dalam proses hukum
yang menjadi patokannya adalah sesuatu yang dapat terukur.
Untuk hukuman ancaman kekerasan di Pasal 29 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun
2008 terdapat di pasal 45 ayat 3 yang berbunyi” Setiap orang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah). ! Kemudian setelah direvisi menjadi Nomor 19
Tahun 2016 hukumannya terdapat di pasal 45 B yang
berbunyi ”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0 yUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, 7.

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, 22.
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mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-

nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun  dan/atau  denda paling  banyak

Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.**

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal

29 ini dibuat ditujukan bagi perbuatan pelaku yang dilakukan

secara langsung dan pribadi kepada korban dan termasuk

perundungan (cyberbullying). Cyberbullying di pasal 29 ini
disebut sebagai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi. Tujuannya adalah agar orang yang
mendapat bullying mengalami gangguan psikis, perbuatan
cyberbullying memiliki dampak negatif yaitu korban
cyberbullying seringkali menarik diri dari lingkungan sosial
disebabkan mengalami kecemasan, ketakutan, kesehatan fisik
dan mental terganggu, depresi dan keinginan bunuh diri.

Beberapa jenis cyberbullying adalah sebagai berikut:

a. Flaming adalah tindakan seseorang mengirimkan pesan
teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah.
Contohnya provokasi, penghinaan, mengejek, dan
menyinggung orang lain.

b. Harassement adalah tindakan seseorang mengirim pesan-
pesan berisi gangguan melalui SMS, e-mail, teks jejaring
sosial dengan terus-menerus. Contohnya sering menulis
komentar dengan tujuan menimbulkan kegelisahan.

12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, 11.
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c. Denigration adalah tindakan dilakukan sengaja dan sadar
mengumbar keburukan orang lain melalui internet hingga
akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang di
jejaring sosial.

d. Cyberstalking adalah tindakan memata-matai,
mengganggu, dan pencemaran nama baik seseorang yang
dilakukan secara intens.

e. Impersonation adalah tindakan berpura-pura atau
menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya
mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik.

f.  Outing & Trickey. Outing adalah tindakan menyebarkan
rahasia orang lain. Contohnya foto dan video pribadi
seseorang yang disebarkan di jejaring sosial tanpa izin.
Sedangkan trickey adalah tipu daya yang dilakukan
dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia
maupun foto pribadi dari calon korban.

Dalam penerapan aturan mengenai cyberbullying harus
dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat pelaku
bullying merupakan masyarakat yang kurang pengetahuan
terkait dengan perbuatan yang mereka lakukan. Sebelum
menerapkan aturan mengenai cyberbullying sebagai ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada
pribadi, pelaku cyberbullying harus diberikan peringatan
sebanyak dua kali untuk menghentikan tindakan
cyberbullying yang dilakukan sebelum sebelum menerapkan
ketentuan pidana. Hal ini dilakukan agar ada parameter
edukasi kepada masyarakat dan tidak semua pelaku
cyberbullying dapat dijerat dengan aturan pasal tersebut.**®

143 Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 58-
60.
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Alasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik terjadi karena pasal 29 di Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 yang memuat hukuman terlalu berat, tidak
jelasnya kejahatan bagaimana yang dapat di hukum dan
batasannya, sehingga banyak korban yang terjerat hukuman
di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh
karena itu direvisi menjadi Nomor 19 Tahun 2016 agar dapat
menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada
pihak yang dapat memanfaatkan Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melakukan
kriminalisasi kepada pihak lain."** Namun setelah direvisi
pasal 29 masih multitafsir atau pasal karet karena pasal 29 ini
diduplikasi dari pasal 335 ayat (1), 336, 368, dan 369 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dengan rumusan yang karet,
luas, dan multitafsir. Pengertian Pasal karet merupakan pasal
yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum atau
pihak lainnya.'* Contohnya seperti yang terdapat di pasal
369 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah delik aduan
yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk menjerat
perbuatan memaksa dengan ancaman. Sedangkan yang diatur
dalam pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik termasuk delik umum bukan delik
aduan sehingga masih banyak pihak yang menyalahgunakan
pasal 29 ini.

Pasal 29 di Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik telah melanggar prinsip dasar dalam
hukum pidana yaitu lex certa, lex scripta, dan lex stricta.

14 Amalya Salsa Saparina & Dinie Anggraeni Dewi, Implementasi

Nilai-Nilai Pancasila melalui Kebebasan Berpendapat di Indonesia, Jurpis,
Vol.18, No.1, Bulan Januari-Juni 2021, 59.

145 yosephus Mainake & Luthvi Febryka Nola, Dampak Pasal-Pasal

Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Jurnal Info Singkat, Vol. 12, No.16/2/Puslit/Agustus/2020, 2.
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Dalam penerapannya pasal 29 ini yang menjelaskan ke arah
cyberbulling atau perundungan, sehingga banyak ahli pidana
dan pemerintah negara lain yang Kkesulitan dalam
merumuskan pengertian perundungan atau cyberbullying. Di
Indonesia sendiri belum ada definisi hukum yang baku
mengenai perundungan di dunia nyata. Untuk itu dampak
adanya pasal 29 ini berpotensi melanggar kepastian hukum
serta disalahgunakan karena perumusan terlalu luas. Tidak
adanya definisi baku mengenai perundungan yang berdampak
dalam perumusan pasal 29 ini bersifat lentur dan banyak
menimbulkan  multitafsir, Sehingga berpotensi  besar
disalahgunakan dalam penegakannya.'*®

Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik
Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor
KB/2V1/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal
tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah
sebagai berikut:

a. Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik menitikberatkan pada perbuatan pengiriman
informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
melalui sarana elektronik yang ditujukan secara pribadi.

146 Amnesty International Indonesia dkk, Kertas Kebijakan Catatan dan
Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE, 15 April 2021, 17.
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Pengancaman berupa bentuk pesan, surat elektronik,
gambar, suara video, tulisan, dan/atau bentuk informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik lainnya.
Bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang
dikirim berupa ancaman kekerasan adalah menyatakan
atau menunjukkan niat untuk mencelakakan korban
dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis.
Ancaman kekerasan berpotensi diwujudkan meskipun
hanya dikirimkan 1 (satu) kali.
Sasaran ancaman atau korbannya harus spesifik,
ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa manusia,
bukan mengancam merusak bangunan atau harta benda.
Ketakutan dapat terjadi kepada pribadi, kelompok
keluarga, dan golongan.
Dampak ketakutan harus dibuktikan secara nyata yaitu
adanya perubahan perilaku.
Harus ada saksi untuk menunjukkan adanya fakta bahwa
korban mengalami ketakutan atau tekanan psikis.
Pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik adalah delik umum dan bukan delik
aduan, artinya bukan korban sendiri yang melapor.*’
Sebenarnya pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik masuk kualifikasi cyber-enabled crime
atau kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan
komputer. Namun kenyataanya dalam perumusan pasal 29
tersebut dipersamakan dengan cyber-dependent crime atau
kejahatan yang muncul karena adanya teknologi. Padahal proses
pembuktian keduanya setiap unsurnya berbeda-beda. Untuk itu
perumusannya jenis pasal 29 tersebut semestinya dibedakan,

147 Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
106-107.
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dalam penerapan pasal 29 tersebut kerap muncul persoalan pasal
cyber-enabled crime.**® Untuk itu pasal 29 di Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus
direvisi agar tercapai tujuan hukum dalam masyarakat meliputi
kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

. Perbandingan antara Qanun Anti Cyber Crime Law di
Arab Saudi dan Hukum Pidana Positif di Indonesia
terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Pengertian perbandingan hukum adalah metode penelitian
dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian adalah
kajian ilmu hukum secara sistematis dan analitik yang
membandingkan sistem hukum dari satu atau dua negara untuk
mengetahui persamaan dan perbedaan dari sistem hukum itu,
maupun dari sistem hukum yang sama maupun sistem hukum
yang berbeda, lembaga-lembaga hukum yang sama maupun yang
berbeda, untuk itu dapat diketahui hal-hal yang dapat
membedakan dan hal yang menyamakan dari setiap sistem hukum
tersebut, dengan menggunakan perbandingan hukum secara
komprehensif.**°

Di bawah ini membanding kan persamaan dan
perbedaan tindak pidana ancaman kekerasan di hukum pidana
Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut:

18 Rofiq Hidayat, “Diharapkan Revisi Tak Dibatasi 4 Pasal dalam UU
ITE”  https://www.hukumonline.com/berita/a/diharapkan-revisi-tak-dibatasi-4-
pasal-dalam-uu-ite-1t60c0910146cd4/ diakses 17 April 2022

14 Beni Ahmad Saebani dkk, Perbandingan System Hukum Pidana,
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 20.
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1. Perbedaan Qanun Anti Cyber Crime Law dan Hukum Pidana
Positif terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Tabel 4. 19

Perbedaan

Qanun Anti Cyber
Crime Law

Hukum Pidana Positif

Klasifikasi

- Akses tidak sah ke
komputer dengan
maksud untuk
mengancam atau
memeras siapa pun
untuk
memaksanya
melakukan
menahan
melakukan
tindakan, baik yang
halal maupun yang
melanggar hukum.

a. mengakses dengan
ilegal ke internet
dengan maksud
mengancam
melakukan atau tidak
melakukan.

b. suatu tindakan baik
yang halal maupun
yang melanggar
hukum.

untuk
atau
dari
suatu

diri

kekerasan
dihukum

-Ancaman
yang dapat
yaitu adanya unsur
kesengajaan dan
melawan hukum yang
dilakukan di  media
sosial.

-Adanya unsur
kesengajaan adalah
kesalahan dalam tindak
pengancaman  melalui
media  sosial  harus
dilakukan dengan unsur
sengaja baik sebagai
niat atau sengaja karena
kesadaran akan
kemungkinan  maupun
sengaja akan keharusan.
-Unsur melawan hukum
artinya perbuatan yang
dilakukan jelas-jelas
melanggar hukum.

Sanksi
Pidana

- Setiap orang yang
melakukan kejahatan

-Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
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ancaman  kekerasan
atau memeras diancam
dengan pidana penjara
selama-lamanya:
jangka waktu tidak
lebih dari satu tahun
dan denda tidak lebih
dari SAR 500,000
(Lima Ratus riyal)
atau keduanya.

a. Pasal 335 dihukum

pidana penjara
paling lama satu
tahun atau denda
paling banyak
empat ribu lima

ratus rupiah.
b. Pasal 336 dihukum

pidana penjara
paling lama lima
tahun.

c. Pasal 368 dihukum
pidana penjara
paling lama

sembilan bulan.

d. Pasal 369 dihukum
pidana penjara
paling lama empat
tahun.

-Undang-Undang

tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

a. Pasal 29 jo pasal 45
B dihukum dengan

pidana penjara
paling lama 4
(empat) tahun
dan/atau denda
paling banyak Rp.
750.000.000,00

(tujuh  ratus lima

puluh juta rupiah).
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Dasar
Hukum

- Hukum Anti-Cyber
Crime (8 Rabi’ul

-Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana:

awal, 1428 / 26 Maret | a. Pasal 335.
2007) Kerajaan Arab | b. Pasal 336.
Saudi Hukum Anti- | c. Pasal 368.
Cyber Crime | d. Pasal 369.
Keputusan  Kerajaan | -Undang-Undang

No. M/17 8 Rabi’ul
awal 1428 / 26 Maret

Nomor 19 Tahun 2016
perubahan atas Undang-

2007 Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik: Pasal 29 dan

Pasal 45 B.

2. Persamaan Qanun Cyber Crime Law dan Hukum Pidana
Positif terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial
Tabel 4.22

Persamaan | Qanun Anti Cyber Hukum Pidana Positif

Crime Law

-Ancaman kekerasan
adalah setiap perbuatan
secara melawan hukum
berupa ucapan, tulisan,
gambar, simbol  atau
gerakan tubuh, baik
dengan maupun
menggunakan sarana
dalam bentuk elektronik
atau non elektronik yang
dapat menimbulkan rasa

-Ancaman
kekerasan  adalah
suatu tindakan
menakut-nakuti
seseorang agar mau
melakukan apa
yang  diinginkan
namun apabila
orang tersebut tidak
melakukan apa
yang  diinginkan

Pengertian
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maka akan
mendapatkan suatu
tindakan kekerasan.

takut terhadap orang atau
masyarakat secara luas
atau mengekang kebebasan

hakiki  seseorang  atau

masyarakat.
Unsur -Unsur formil | -Unsur subjektif:
Pidana (rukun syar’i). | kesalahan pelaku yaitu
sanksi ancaman | adanya unsur kesengajaan.
kekerasan, namun | -Unsur Objektif yaitu

perbuatan tersebut
diatur dalam pasal
3 ayat 2 Qanun
Anti-Cyber Crime
Keputusan
Kerajaan No. M/17
8 Rabi’ul awal
1428 / 26 Maret
2007.

-Unsur materil
(rukun madi):
perbuatan ancaman
kekerasan

dilakukan sengaja
dengan cara
mengintimidasi
korban dengan
menggunakan
media sosial
sebagai alat untuk
melakukan
ancaman
kekerasan.

melawan hukum. Unsur

objektif di pasal 29:

a. Setiap orang adalah
setiap orang yang
menjadi subjek
hukum.

b. Tanpa hak: adanya
sifat melawan hukum
berupa tanpa hak.

c. Mengirimkan
informasi atau
dokumen elektronik:
dokumen atau
informasi  dikirimkan
melalui sosial media.

d. Memuat atau berisi

ancaman  kekerasan:
suatu informasi
elektronik atau
dokumen  elektronik

yang dikirimkan dari
pihak satu ke pihak
yang lain berisi
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-Unsur moril ancaman untuk
(rukun adabi): melakukan sesuatu
pelaku dapat atau tidak melakukan
menggunakan sesuatu.

media sosial yang | e. Menakut-nakuti: suatu
artinya pelaku tindakan menakut-
adalah orang nakuti dengan tujuan
mukallaf atau agar pihak lain
cakap hukum yang bertindak sesuai
memiliki dengan pihak yang

kemampuan dalam
hal menggunakan
teknologi informasi
dan komunikasi.

menakut-nakuti.

Klasifikasi | Termasuk jarimah | -Kitab ~ Undang-Undang
ta’zir berupa | Hukum Pidana:
hukuman penjara | a. Pasal 335 termasuk
atau denda. delik aduan.
b. Pasal 336 termasuk
delik biasa.
c. Pasal 368 termasuk
delik biasa
d. Pasal 369 termasuk
delik aduan.
-Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik:
a. pasal 29 termasuk
delik biasa.

Dari penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa
perbedaan ancaman kekerasan dalam ganun anti cyber crime law
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di arab saudi mendapat hukuman lebih ringan dan ancaman
kekerasan dalam hukum positif di indonesia mendapat hukuman
lebih berat. Untuk persamaan ancaman kekerasan dalam ganun
anti cyber crime law di Arab Saudi dan hukum positif di
Indonesia adalah adanya unsur menakut-nakuti agar seseorang
yang diancam mau melakukan atau tidak melakukan, adanya
unsur kesengajaan, dan mendapat hukuman sesuai dengan
perbuatannya.

Ancaman kekerasan melalui media sosial di ganun anti
cyber crime law di Arab Saudi termasuk jarimah ta’zir, dapat
dipahami bahwa kejahatan apapun bentuknya, baik konvensional
maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau
cyber crime tidak akan terlepas dari hukuman karena
mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara oleh Islam.
Di dalam hukum positif dikenal dengan adagium atau setiap
kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa adanya hukuman.
Tindak pidana ancaman kekerasan karena termasuk jarimah ta zir
disebabkan pada zaman Rasulullah Saw belum ditemukan
teknologi komputer dan internet seperti pada zaman sekarang ini.
Untuk itu tidak adanya satu ayat atau hadis yang menyebutkan
secara eksplisit eksistensi kejahatan di dunia maya seperti di
zaman sekarang.”®® Tindak pidana ancaman kekerasan menurut
Surat Al-Maidah ayat 33 mendapat hukuman berupa diasingkan
atau dipenjara. Untuk ancaman kekerasan di ganun anti cyber
crime law di arab saudi terdapat di pasal 3 ayat 2 mendapat
hukuman pidana penjara tidak lebih dari satu tahun dan denda
tidak lebih dari SAR 500,000 (Lima Ratus riyal), sedangkan
dalam hukum positif tindak pidana ancaman kekerasan di media
sosial dihukum berdasarkan pasal 45 B di Undang-Undang

10 Nurul Irfan & Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013),
185.
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Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik mendapat hukuman pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di
atas, maka dapat diambil beberapa simpulan diantaranya
sebagai berikut:

1. Ancaman kekerasan di media sosial menurut hukum
Islam merupakan suatu tindakan paksaan atau menakut-
nakuti seseorang agar mau melakukan apa yang
diinginkan orang yang menakut-nakuti tersebut, namun
apabila orang yang ditakuti tidak melakukan apa yang
diinginkan maka akan mendapatkan suatu tindakan
kekerasan. Tindak pidana Ancaman kekerasan dapat
dihukum harus memenuhi unsur formil (rukun syar’i),
unsur materil (rukun madi), dan unsur moril (rukun
adabi). Untuk hukuman tindak pidana ancaman
kekerasan di media sosial di hukum dengan jarimah
ta’zir. Dijelaskan di Surat Al-Maidah ayat 33 bahwa
ancaman kekerasan dapat dihukum dengan diasingkan
atau dipenjara.

2. Ancaman kekerasan di media sosial menurut hukum
positif adalah setiap perbuatan secara melawan hukum
berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan
tubuh, baik dengan maupun menggunakan sarana dalam
bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat
menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat
secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang
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atau masyarakat. Tindak pidana ancaman kekerasan di
media sosial dapat dihukum harus memenuhi unsur
subjektif dan objektif di pasal 29 jo 45 B Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Sedangkan hukuman di luar media
elektronik dapat dihukum di pasal 335, 336, 368, dan 369
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-
undang lain diantaranya: Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-
Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang
Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Perbandingan ancaman kekerasan di media sosial
berdasarkan ganun anti cyber crime law dan pasal 29
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat
persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan ancaman
kekerasan dalam ganun anti cyber crime law di Arab
Saudi dan hukum positif di Indonesia yaitu sama-sama
adanya perbuatan menakut-nakuti seseorang agar
melakukan maupun tidak melakukan. Untuk perbedaan
ancaman kekerasan dalam ganun anti cyber crime law
dan dalam pasal 29 UU ITE (Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016
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Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 yaitu ancaman kekerasdi ganun anti cyber
crime law mendapat hukuman lebih ringan yaitu pidana
penjara jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan
denda tidak lebih dari SAR 500,000 (Lima Ratus riyal)
atau keduanya, sedangkan ancaman kekerasan dalam
pasal 29 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 mendapat hukuman lebih berat yaitu Pasal 29 jo
pasal 45 B dihukum dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

B. Saran
Ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan
berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini
sebagai berikut:

1. Tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial yang
diatur di pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 29
masih multitafsir sehingga harus direvisi atau diperjelas
tentang konsep menakut-nakuti. Selain itu pemerintah
harus memperjelas tindak pidana ancaman kekerasan di
media sosial yang bagaimana yang dapat dihukum. Pasal
29 di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik juga tumpang tindih dengan peraturan di Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dalam
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pelaksanaan penegakannya masih terikat di Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan revisi tersebut
dilakukan agar para penegak hukum tidak sewenang-
wenang dalam menjerat seseorang yang baru dianggap
atau dugaan sementara melanggar pasal 29 Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
tersebut.

Pemerintah harus merevisi atau memperjelas isi pasal 29
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam rumusan
pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut masuk
kualifikasi ~ cyber-enabled crime atau kejahatan
konvensional  yang  diekstensikan  menggunakan
komputer. Namun dalam perumusannya masih disamakan
dengan cyber-dependent crime atau kejahatan yang
muncul karena adanya teknologi komputer. Padahal
dalam proses pembuktiannya berbeda. Untuk itu pasal 29
tersebut dalam perumusannya harus dibedakan.

Hukum Islam atau nilai-nilai hukum Islam sangat
dibutuhkan di Indonesia dalam penetapan pidana dan
pemidanaan tindak pidana ancaman kekerasan di media
sosial karena di hukum Islam dalam penetapan pidana
pada ancaman kekerasan baru di hukum setelah adanya
tindakan ancaman kekerasan. Untuk itu perlunya hukum
positif melakukan pembaruan hukum dalam tindak pidana
ancaman kekerasan di media sosial.
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C. Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt dengan segala
limpahan karunia-Nya sehingga penelitian skripsi ini mampu
penulis selesaikan dengan baik. Meskipun dalam penulisan
penelitian ini masih banyak kekurangan, penulis sangat
mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi
kebaikan penelitian ini. Semoga disusunnya penelitian ini
oleh penulis dapat berguna bagi masyarakat serta
perkembangan dunia akademisi di Indonesia.
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2. Qanun Anti Cyber Crime Law

Anti-Cyber Crime Law

(8 Rabi1, 1428 / 26 March 2007)

Kingdom of Saudi Arabia
Bureau of Experts at the Council of Ministers
Official Translation Department
Translation of Saudi Laws

Anti-Cyber Crime Law
Royal Decree No. M/17
8 Rabi 1 1428 / 26 March 2007
First Edition 2009
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No. M/17
Date: 8/3/1428H

With the help of Almighty God,
We, Abdullah bin Abdulazlz Al-Saud,
King of the Kingdom of Saudi Arabia,

Pursuant to Article 70 of the Basic Law of Governance, issued by Royal Order
No. (A/90), dated 27/8/1412 H; And pursuant to Article 20 of the Law of the
Council of Ministers, issued by Royal Order No. (A/13), dated 3/3/1414 H;
And pursuant to Article 18 of the Shura Council Law, issued by Royal Order
No. (A/91), dated 27/8/1412 H; And upon perusal of the Shura Council's
Resolutions No. (68/43), dated 16/9/1427 H; And upon perusal of the
Council of Ministers' Resolution No. (79), dated 7/3/1428 H; Have decreed as
follows:

Firstly: the Anti-Cyber Crime Law as per the attached form shall be

approved.

Secondly: His Highness, the Vice-President of the Council of Ministers, and
the Ministers, each within their jurisdiction, shall implement this decree of

ours.
(Signed)

Abdullah bin Abdulaziz
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Article 1:
The following terms and phrases, wherever mentioned in this Law, shall have the meanings
expressed next to them, unless the context requires otherwise:

Person: Any natural or corporate person, whether public or private.

Information System: A set of programs and devices designed for managing and Including
computers.

Information Network: An interconnection of more than one computer or processing data,
information system te obtain and exchange data, e. g. Local Area Network (LAN), Wide
Area Network (WAN), and World Wide Web (Internet).

Data: Information, commands, messages, volces, or Images which are prepared or have
been prepared for use in computers. This includes data that can be saved, processed,
transmitted, or constructed by computers, such as numbers, letters, codes, etc
Computer Programs: As a set of commands and data which contain guidelines or
applications when run in computers or computer networks to perform required functions.
Computer: Any electronic device whether movable or fixed, wired or wireless, which s
equipped with a system to process, store, transmit, recelve or browse data and perform
specific functions according to programs and comma nds.

Unauthorized Access: The deliberate, unauthorized access by any person to computers,
websites, information systems, or computer networks.

Cyber Crime: Any action which involves the use of computers or computer networks, in
violation of the provisions of this Law.

Web Site: A site providing data on the information network through specific Uniform
Resource Locator (URL).

10. Reception: Illegal viewing or obtaining of date.

Article 2
This Law aims at combating cyber crimes by identifying such crimes and determining thelr

ch

p

1ents to the following:

Enhancement of information security.

Protection of rights pertaining to the legitimate use of computers and information
networks.

Protection of public Interest, morals, and common values.

Protection of national economy.

Article 3:

Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a
period not exceeding one year and a fine not exceeding live hundred thousand riyals or to either
punishment:
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1. Spyingon, Interception or reception of data transmitted through an information network or
a computer without legitimate autborization.

2. Unlawful access to computers with the intention to threaten or blackmail any person to
compel him to take or refrain from taking an action, be it lawful or unlawful.

3. Unlawful access to a web site, or hacking a web site with the intention to change its design,
destroy or modify It, or occupy its URL.
Invasion of privacy through the misuse of camera-equipped mobile phones and the like.

S. Defamation and Infliction of damage upon others through the use of various information
technology devices.

Article 4

Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a
period not exceeding three years and a fine not exceeding two million riyals, or to elther
punishment:

1. Acquisition of movable property or bonds for oneself or others or signing such bonds
through fraud or use of false name or identity.

2. lllegally accessing bank or credit data, or data pertaining to ownership of securities with the
Intention of obtaining data, information, funds or services offered.

Article 5:

Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to Imprisonment for a
period not exceeding four years and a fine not exceeding three milllon riyals or to either
punishment:

1. Unlawful access to computers with the intention to delete, erase, destroy, leak, damage,
alter or redistribute private data

2. Causing the information network to halt or breakdown, or destroying, deleting, leaking or
altering existing or stored programs or data.

3. Obstruction of access to, distortion, and causing the breakdown of services by any means.

Article 6:

Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a
period not exceeding five years and a fine not exceeding three million riyals or to either
punishment:

1. Production, preparation, transmission, or storage of material impinging on public order,
religious values, public morals, and privacy, through the information network or computers.

2. The construction or publicizing of a website on the information network or computer to
promote or facilitate human trafficking.

3. The preparation, publication, and promotion of material for pornographic or gambling sites
which violates public morals.



4. The construction or publicizing of a web site on the information network or computer to
trade in, distribute, demonstrate method of use or facilitate dealing In narcotic and
psychotropic drugs.

Article 7:
Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a
period not exceeding ten years, and a fine not exceeding five million riyals or to either punishment:

1. The construction or publicizing of a website on the information network or on a computer
for terrorist organizations te facilitate communication with leaders er members of such
organizations, finance them, promote their ideologles, publicize methods of making
incendiary devices or explosives, or any other means used in terrorist activities,

2. Unlawful access to a web site or an information system directly, or through the information
network or any computer with the Intention of obtaining data jeopardizing the internal or
external security of the State or its national economy.

Article 8:
The imprisonment and the fine may not be less than half the maximum If the crime Is coupled with
one of the following:

=

The crime s perpetrated through organized crime.

2. The offender holds a public office and the crime perpetrated relates to this office, or if he
perpetrates the crime using his power or Influence.

The luring and exploiting of minors and the like.

The offender has been previously convicted of similar crimes within or outside the Kingdom.

Article 9:

Any person who incites, assists or collaborates with others to commit any of the crimes stipulated in
this Law shall be subject to a punishment not exceeding the maximum punishment designated for
such crimes, If the crime Is committed as a result of said incitement, assistance or collaboration,
and he shall be subject to a punishment not exceeding half the maximum punishment designated, If
the intended crime is not committed.

Article 10:

Any person who attempts to commit any of the crimes stipulated in this Law shall be subject to a
punishment not exceeding half the maximum punishment designated for said crimes.

Article 11:

The competent court may exempt an offender from such punishments if he informs the competent
authority of the crime prior to its discovery and prior to the infliction of damage. If the culprit
Informs the competent authority after the occurrence of the crime, the exemption from punishment
shall be granted if the information he provides eventually leads to the arrest of the other culprits
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and the seizure of the means used in the perpetration of the crime.

Article 12:
Application of this Law shall not prejudice the provisions of relevant laws, especially those pertaining
o intellectual property rights, nor relevant international agreements to which the Kingdom Is party.

Article 13:

Without prejudice to the rights of bona fide persons, equipment, software, and means used in
perpetrating any of the crimes stipulated in this Law or the proceeds generated therefrom may be
confiscated. In addition, the website or the venue where the service |s provided may be shut down

permanently or temporarily If it is the source for perpetrating the crime and the crime is committed
with the owner's knowledge.

Article 14:

The Communications and Information Technology Commission, pursuant to its powers, shall provide
the assistance and technical support to competent security agencies during the Investigation stages
of such crimes and during trial.

Article 15:
The Bureau of Investigation and Public Prosecution shall carry out the investigation and prosecution
of crimes stipulated In this Law.

Article 16:
This Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force one hundred twenty
days after the date of publication.

This translation is provided for guidance. The governing text is the Arabic text.
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud
keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal S ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal
28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843):

Dengan . . .
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Menectapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

B

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah
sebagai berikut:

> 9

Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu)
angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

X,

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,
atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .
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Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yvang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat,

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap
Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan
masyarakat vang menyediakan, mengelola,
dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik
secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama
kepada pengguna Sistem Elektronik untuk
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya
dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat
tertutup ataupun terbuka.

Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu
tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik
tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh
Orang.

9. Sertifikat . . .
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Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik
dan identitas yang menunjukkan status subjek
hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan
hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak
dipercaya, yang memberikan dan mengaudit
Sertifikat Elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga
independen yang dibentuk oleh profesional yang
diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah
dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan
sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan
Elektronik.

Komputer adalah alat untuk memproses data
elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan
penyimpanan.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan
Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam
jaringan.

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter
lainnya atau kombinasi di antaranya, yang
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer
dan/atau Sistemn Elektronik lainnya.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak
yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .
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Penerima adalah subjek hukum yang menerima
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dari Pengirim.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat,
yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui
internet, yang berupa kode atau susunan karakter
yvang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi
tertentu dalam internet,

Orang adalah orang perseorangan, baik warga
negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum.

Badan Usaha adalah perusahaan persecorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya
yang ditunjuk oleh Presiden,

Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan
ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi
pasal Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) schingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 26

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi
sescorang harus dilakukan atas persetujuan Orang
yang bersangkutan.

Setinp Orang yang dilanggar haknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan
Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .
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Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
menghapus Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada
di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang
bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
menyediakan mekanisme penghapusan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara penghapusan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan
ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal
27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan
pasal demi pasal Undang-Undang ini.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga
Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2

Pasal 31

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atau
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang
lain.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atas
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik
tertentu milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,
dan/atau penghentian Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang
ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau
penyadapan yang dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian,

kejaksaan, atau institusi lainnya yang
kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-
undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
undang-undang.

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua)
ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6)
Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40
diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari
segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan
penyebarluasan dan penggunaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam  melakukan  pencegahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang
melakukan pemutusan akses dan/atau
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik untuk melakukan pemutusan akses
terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
hukum.

(3) Pemerintah . . .
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Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem
Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak
pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum acara pidana.

Dalam lakukan  penggeledah dan/atau
penyitaan sebagai dimaksud pada ayat (3),
penyidik wajib men_pnga terpeliharanya kepentingan
pelayanan umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan ntnu pengnduan dari

sescorang id di
bidang Teknolop lnformam dan Transaksi
Elektronik;

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya
untuk dldengpr dan dlpenku aebngm lerungka
atau nkui sehu 8
tindak dl bid. Teknologi lnfomun
dan Transaksi Elektronik;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang
dan/atau Badan Usaha yang patut d\duy
melakukan tindak di bidang Teknol
Informasi dan Transaksi Elektronik;

e. melakukan  pemeriksaan  terhadap  alat
dan/atau sarana yang berkaitan dengan
kegiatan Teknologi Informasi yang diduga

Lo

digunakan untuk melakukan tindak pid di
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik;

f lakukan penggeledah tethad

tertentu yang diduga digunakan sebagn tempat
untuk melakukan tindak pidana di bidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

g melakukan . .
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g melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap
alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi
Informasi yang diduga digunakan secara
menyimpang  dari ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. membuat suatu data dan/atau Sistem
Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
agar tidak dapat diakses;

i. meminta informasi yang terdapat di dalam
Sistem  Elektronik atau informasi yang
dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada
Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait
dengan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik;

j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
dan/atau

k. mengadakan penghentian penyidikan tindak
pidana di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan
hukum acara pidana.

Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku

tindak pid di bidang Teknologi Informasi dan

Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum acara pidana.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik

Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi

Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat

berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk

berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .
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Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4

Pasal 45

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang langgar kesusil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan pemerasan dan/atau
pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(S) Ketentuan . . .
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan delik aduan.

Pasal 45A

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 {satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Deokumen
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan secara  pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah).

Pasal I1

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lydia Silvanna Djaman
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “ahli" adalah seseorang
Ynng memiliki keahlian khusus di bidang Teknolog:
nformasi yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis maupun praktis mengenai
pengetahuannya tersebut.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (7a)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka 8

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 45A
Cukup jelas.

Pasal 45B
Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya
perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang
mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis,
dan/atau kerugian materiil.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952
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